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KATAPENGANTAR 

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat untuk pejabat semua eselon 
di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merupakan ketentuan 
yang harus dilaksanakan sebagaimana yang tel ah dituangkandalam Instruksi 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 3 Februari 1994 Nomor 
l/P/1994 dan yang sebelwnnyajuga telah mendapatkan masukan-masukan 
dari unit kerja di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan baik 
di pusat maupun di daerah. 

Peran dan tanggung jawab melaksanakan pengawasan melekat secara 
formal telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 
1989 tentang Pedoman Peiaksanaan Pengawasan Melekat dan Keputusan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 93 Tahun 1989 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat. 

Perlu kami tegaskan ulang, bahwa pedoman yang disajikan ini mempunyai 
fungsi ganda, yaitu pertama sebagai petunjuk operasional untuk pejabat 
semua eselon dalam melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan 
tugas oleh para bawahan/staf, sedangkan yang kedua dapat merupakan 
"Check List" bagi pejabat semua eselon untuk memeriksa atau menilai 
secara langsung apakah tugas dan tanggung jawab di lingkungan unit 
kerjanya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Sangat diharapkan dengan keberadaan Pedoman Pelaksanaan 
Pengawasan: Melekat ini, yang merupakan petunjuk dan salah satu sarana 
untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pada khususnya dan meningkatkan 
manajemen pada umumnya, dalam menunjang pe!aksanaan Undang­
undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta 
Pembangunan Nasional dapat berjala:n dengan baik. 





MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

INSIRUK.SI 
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR l/P/1994 

1ENIANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT 
DI LINGKUNGAN 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, 

Menimbang : a. bahwa pengawasan melekat merupakan salah satu 
unsur penting dalam rangka peningkatan pendaya­
gunaan aparatur .negara dalam melaksanakan tugas 
umum pemerintahan menuju terwujudnya pemerin­
tahan yang bersih dan berwibawa; 

b. bahwa agar pelaksanaan pengawasan melekat dapat 
mencapai sasaran dan basil yang diharapkan, perlu 
untuk menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan 
Melekat di lingkungan Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan. 
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Mengingat 

vi 

: 1. Undang-undang : Nomor 8 Tahun 1974; 

2. Peraturan Pemerintah : 
a. Nomor 10 Tahun 1979 
b. Nomor 30 Tahun 1980. 

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia : 
a. Nomor 44 Tahun 1974; 
b. Nomor 15 Tahunl984yangtelahbeberapakali 

diubah terakhir dengan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 
104 Tahun 1993; 

c. Nomor 29 Tahun 1984; 
d. Nomor 96/M Tahun 1993; 

4 . Instruksi Presiden Republik Indonesia : 
a. Nomor 15 Tahun 1983; 
b. Nomor 1 Tahun 1989. 

5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara: 
a. Nomor 92/Menpan/1989 tanggal 8 Juni 1989; 
b. Nomor 93/Menpan/1989 tanggal 8 Juni 1989. 

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : 
a. Nomor 0222b/0/1980 sampai dengan Nomor 

0222g/0/1980 tanggal 11 September 1980; 
b. Nomor 0289/0/1982 tanggal 21 September 1982; 
c. Nomor 0172/0/1983 tanggal 14 Maret 1983; 
d. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983; 
e. Nomor 0304/0/1984 tanggal 12 Juli 1984; 
f. Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987; 
g . Nomor 0415/U/1987 tanggal 15 Juli 1987; 
h. Nomor 0135/0/1990 tanggal 15 Maret 1990. 



Memperhatikan : 1. Arahan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 
1985 tentang Penyebarluasan Pengertian dan Kesadaran 
Pengawasan; 

2. Surat Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, 
Industri, dan Pengawasan Pembangunan Nomor S.5/ 
M.EKUIN tentang Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 
Aparat Pengawasan Fungsional; 

3. Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Keuangan 
dan Pembangunan Nomor SE. 76/K/1984 tentang 
Tatacara Pelaksanaan Pemeriksaan atas Instansi 
Pemerintah; 

4. Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Keuangan 
dan Pembangunan Nomor SE.117 /K/1985 tentang 
Norma Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional 
Pemerintah; 

5. lnstruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
3/U/1987 tanggal 15 Juli 1987 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengawasan Atasan Langsung di 
lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 

6. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 3 72/ A5 . 2/S/1993 
tanggal 11 Oktober 1993 tentang Pelaksanaan Penga­
wasan Melekat. 

MEMUTUSKAN 

A. Menginstruksikan, kepada : 

1. Sekretaris Jenderal; 
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2 . Inspektur Jenderal; 
3. Semua Direktur Jenderal; 
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan 

Pendidikan dan Kebudayaan; 
5. Semua Rektor Universitas/Institut; 
6. Direktur Utama Perusahaan Umum Penerbitan dan 

Percetakan Balai Pustaka; 
7. Semua Ketua Sekolah Tinggi dan Direktur Akademi/ 

Politeknik; 
8. Semua Koordinator Kopertis; 
9. Semua Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Sekretaris 

dan Kepala Pusat di lingkungan Unit Utama 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; 

10.Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendi-
dikan dan Kebudayaan di Propinsi; 

11. Semua Kepala Kantor Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya/ 
Kecamatan; 

12.Semua Kepala Unit Pelaksana Teknis Sekolah dan 
Non Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan; 

13 .Semua Pejabat Eselon II, III, IV, V di lingkungan 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 

Untuk : 

1. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan melekat 
yang berhasilguna bagi aparatur Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan secara terus-menerus 
dan menyeluruh; 

2. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku terhadap hasil pengawasan yang 
telah dilaksanakan; 



3. Memperhatikan dan melaksanakan petunjuk­
petunjuk dalam Pedoman Pelaksanaan Pengawasan 
Melekat sebagaimana tercantwn dalam Lampiran 
I, II, III, IV, dan V lnstruksi ini. 

B. Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 3 Februari 1994 

MENTER! PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN, 

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro 
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Lampiran I 
Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Tanggal : 3 Februari 1994 Nomor 1/P/1994 

PEDOMAN UMUM 
PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT 

DI LINGKUNGAN 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDA YAAN 





A.Umum 

BAB I 
PENDAHULUAN 

Togas pokok Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah 
menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pem­
bangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan. 

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah mencetdaskan 
kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya 
yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, 
kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri 
serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan mengelola somber daya pendidikan yang meliputi 
tenaga, dana, sarana dan prasarana, dengan memanfaatkan fungsi 
manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 
pengawasan. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan nasional dapat 
tercapai apabila ada keterpaduan dari setiap aspek fungsi manajemen. 
Untuk meningkatkan basil guna dan daya guna pengelolaan pendidikan 
nasional diperlukan peningkatan fungsi pengawasan, khususnya 
pengawasan melekat. 

Hal ini dirasakan penting karena pengawasan melekat bersifat 
terus menerus dan langsung dilakukan oleh atasan yang bertanggung 
jawab dalam pelaksanaan kegiatan, sebagai proses yang berlangsung 
secara vertikal dan horizontal sesuai tugas dan fungsi para pejabat. 

xiii 



xiv 

Disamping itu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya sangat memperhatikan masukan­
masukan dari masyarakat. Dengan diperolehnya masukan atau umpan 
balik dari masyarakat, dapat diketahui apakah aparatur Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan tugasnya dengan baik 
sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. 

Dalam pelaksanaan pengawasan melekat terdapat beberapa kendala 
diantaranya: 

1. Pimpinan unit kerja kurang menyadari pentingnya pengawasan 
melekat; 

2. Pimpinan unit kerja kurang menyadari bahwa semua fungsi mana­
jemen harus berjalan seimbang sebagai mata rantai proses kegiatan 
pencapaian tujuan; 

3. Adanya perasaan enggan melaksanakan pengawasan melekat, karena 
adanya pertentangan antara rasa kekeluargaan atau kebersamaan 
dengan sikap lugas dalam melaksanakan tugas; 

4. Adanya perasaan enggan melaksanakan pengawasan melekat, karena 
sudah ada pengawasan fungsional ; 

5. Pimpinan unit kerja masih kurang menguasai substansi masalah 
yang diawasi; 

6. Belum adanya pedoman teknis yang mengatur pelaksanaan penga­
wasan melekat. 

Agar pelaksanaan pengawasan melekat di lingkungan Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan yang diharapkan, dan untuk 
mengatasi hambatan yang dirasakan selama ini, perlu disusun pedoman 
umum pelaksanaan pengawasan melekat. 



B. Maksud · dan Tujuan 

1. Maksud 
Maksud disusunnya pedoman umum pelaksanaan pengawasan 
melekat ini adalah sebagai petunjuk bagi para pimpinan unit kerja 
di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyu­
sun dan melaksanakan program peningkatan pengawasan melekat. 

2. Tujuan 
Tujuan penyusunan pedoman umwn pelaksanaan pengawasan me­
lekat adalah untuk menyatubahasakan teknis pelaksanaan dan tindak 
lanjut pengawasan melekat bagi semua pimpinan unit kerja di 
lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 

C. Pengertian 

Dalam pedoman umum pelaksanaan pengawasan melekat ini yang 
dimaksud dengan: 

1. Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat 
sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan 
langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar 
pelaksanaan tu gas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai 
dengan rencana kegiatan dan ketentuan peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

2. Atasan Langsung adalah pejabat atasan baik karena struktur 
organisasi atau kewenangan khusus termasuk proyek, mem­
bawahi dan wajib mengawasi pegawai bawahannya. 

3. Bawahan adalah mereka yang bertanggung jawab serta wajib me­
lapor kepada atasan tentang pelaksanaan pekerjaan yang ditugaskan 
kepadanya. 



4. Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh 
aparat pengawasan secara fungsional baik intern maupun ekstern 
pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umwn 
pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

5. Pengawasan Masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh 
warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis ke­
pada aparatur pemerintah yang berkepentingan, berupa swnbangan 
pikiran, saran, gagasan, atau keluhan/pengaduan yang bersifat 
membangun yang disampaikan secara langsung atau melalui 
media. 

D. Dasar Hukum 
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1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian 
Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

4. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983, tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengawasan. 

5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelak­
sanaan Pengawasan Melekat. 

6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
90 Tahun 1989 tentang Program Pemacu Pendayagunaan Aparatur 
Negara. 



7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
93 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat. 

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/U/1987 
tentang Pengawasan Atasan Langsung. 

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0424/P/ 
1992 tentang Penunjukan Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai 
Dalam Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 

E. Prinsip-Prinsip Pengawasan Melekat 

Prinsip-prinsip pokok pengawasan melekat meliputi 

1. Pengawasan melekat pada dasarnya dilakukan secara berjenjang, 
namun demikian setiap pimpinan pada saat tertentu dapat melakukan 
pengawasan melekat pada setiap jenjang yang· ada di bawahnya. 

2. Pengawasan melekat harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan secara 
sadar dan wajar sebagai salah satu fungsi manajemen yang penting 
dan tidak terpisahkan dari perencanaan, pengorganisasian, dan 
pelaksanaan. 

3. Pengawasan melekat lebih diarahkan pada pencegahan terhadap 
penyimpangan. Oleh karena itu, perlu adanya petunjuk yang jelas 
yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan. 

Dalam pelaksanaan fungsi manajemen perlu dilakukan pengawasan 
melekat untuk menjamin agar tujuan dapat dicapai secara efisien 
dan efektif. Berbagai kegiatan pelaksanaan memerlukan pula 
pengawasan dalam rangka penyempurnaan perencanaan, peng­
organisasian, dan pelaksanaan itu sendiri. 
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Lebih dari itu basil pengawasan Juga dipergunakan untuk 
menyempurnakan sistem pengawasan. 

4. Pengawasan melekat harus bersifat membina. Oleh karena itu, kriteria 
adanya penyimpangan harus didasarkan pada kriteria yang jelas dan 
penyimpangan tersebut harus dideteksi secara dini. Tindak lanjut 
terhadap temuan-temuan dalam pengawasan melekat harus: 
a. dilakukan secara tepat dan tertib; 
b. didasarkan pada penilaian yang obyektif melalui analisis yang 

cermat sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku termasuk tindaklanjut yang 
berupa penghargaan bagi bawahan yang berprestasi. 

5. Pengawasan melekat harus dilakukan terus menerus dan berke­
sinambungan sebagai kegiatan rutin sehari-hari dalam rangka 
pelaksanaan tugas unmm pemerintahan dan pembangunan. 

6. Pengawasa!1 melekat harus dilaksanakan dengan menggunakan sis­
tem tertentu. 

7. Pengawasan melekat merupakan pengawasan yang pokok, sedangkan 
pengawasan lainnya menunjang keberhasilan pengawasan melekat. 

F. Sasaran Pelaksanaan Pengawasan Melekat 

Sasaran pengawasan melekat di lingkungan Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan antara lain: 

1. Meni~gkatkan disiplin serta prestasi kerja pegawai untuk penca­
paian sasaran pelaksanaan tugas; 

2. Menekan sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang; 
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3. Menekan sekecil mungkin kebocoran serta pemborosan keuangan 
negara dan segala bentuk pungutan liar; 

4. Mempercepat penyelesaian perizinan dan peningkatan pelayanan 
kepada masyarakat; 

5. Mempercepat pengurusan kepegawaian sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 

G. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pelaksanaan pengawasan melekat bagi pejabat semua 
eselon meliputi : 

1. Penyusunan program peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat; 

2. Langkah-langkah pelaksanaan pengawasan melekat; 

3. Pelaksanaan tindak lanjut basil pengawasan melekat; 

4. Tolok ukur keberhasilan ~ngawasan melekat. 
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BAB II 
PROGRAM PENINGKATAN PELAKSANAAN 

PEN GA WASAN MELEKA T 

Untuk mencapai sasaran pengawasan melekat perlu disusun program 
peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat dengan memperhatikan 
hal-hal yang berkaitan dengan : 

A. Sarana Pengawasan Melekat, yang terdiri atas: 

xx 

1. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi disusun untuk memberikan kejelasan mengenai 
pembagian tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab dan hubungan 
antara satu unit organisasi dengan unit lainnya, sehingga mampu 
melaksanakan kegiatan secara wajar. 
Struktur organisasi yang disusun harus : 
a. Fleksibel agar memungkinkan adanya perubahan yang disebabkan 

oleh lingkungan, tujuan organisasi, kebijaksanaan, atau perencanaan; 
b. Berdaya guna dan berhasil guna; 
c. Didukung oleh karyawan yang memenuhi syarat. 

Oleh karena itu perlu dibuat: 
1) Bagan organisasi yang menggambarkan antara lain: 

a) kedudukan setiap unit kerja dan petugas dalam susunan 
suatu satuan organisasi; 

b) tugas dan fungsi setiap unit kerja; 
c) hubungan antara setiap unit kerja dan para pejabatnya. 

2) Rincian tugas dan tanggung jawab setiap unit kerja yang 
menggambarkan: 
a) pembagian tugas dan tanggung jawab. 

Tugas dan tanggung jawab harus dibagi sehingga tidak 
hanya satu orang atau satu unit kerja yang melaksanakan 
dan mengendalikan suatu tugas organisasi. 



b) pendefinisian setiap tugas dan tanggungjawab harus jelas, 
agar: 
( 1 ) dapat mencegah terj adinya penyelewengan a tau pe­

lemparan tanggung jawab; 
(2)tidak terjadi pelemparan kesalahan kepada pihak lain. 

c) penentuan pejabat yang berwenang dalam mengambil ke­
putusan a tau tindakan sesuai dengan tanggung jawabnya. 

d) penentuan sistem pelimpahan wewenang dan tanggung 
jawab dari atasan kepada bawahan. 

e) penentuan tanggung jawab bawahan terhadap atasannya, 
atas pelaksanaan tugas yang diberikan kepadanya. 

f) tidak terjadi duplikasi dalam pembagian tugas, fungsi dan 
tanggung jawab. 

3) Uraian Jabatan 
Uraianjabatan dapat diperoleh dari basil analisis jabatan yang 
menggambarkan antara lain: 
a) Nama jabatan; 
b) Rincian tugas yang harus dilaksanakan; 
c) Persyaratan jabatan yang harus dipenuhi. 

2. Kebijaksanaan Pelaksanaan 
Setiap pimpinan unit kerja wajib menyusun kebijaksanaan pelak­
sanaan sebagai petunjuk bagi setiap bawahannya. 
Kebijaksanaan pelaksanaan yang dibuat harus: 
a. Berdasarkan kebijaksanaan yang lebih tinggi; 
b. Sesuai dengan kebijaksanaan yang lebih tinggi a tau yang setingkat, 

dalam masalah yang sama; 
c . Merupakan penjabaran kebijaksanaan yang lebih tinggi; 
d. Tertulis, sistematis, jelas, konsisten dan terinci; 
e . Dikomunikasikan kepada bawahannya; 
f. Mendorong pelaksanaan dan penyelesaian tugas; 
g. Dievaluasi secara berkala. 
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3. Rencana Kerja 
Rencana kerja disusun untulc memberikan kejelasan tentang tujuan, 
sasaran, dan cara pelaksanaan serta perlu: 
a. Diikuti dengan program kerja; 
b. Disusun dengan memperhitungkan kemWlgkinan pelaksanaan 

tersedianya anggaran, tenaga, sarana dan prasarana serta waktu 
yang tersedia; 

c. Luwes, dalam arti dapat dilakukan perubahan sesuai dengan p~r­
kembangan keadaan; 

d. Mengikutsertakan pihak-pihak yang terkait pada saat penyusWlan; 
e. Memperhatikan batas kewenangan organisasi. 

4. Prosedur Kerja 

xxii 

Prosedur kerja disusun Wltuk memberikan petunjuk yang jelas 
tentang langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menyelesaikan 
suatu kegiatan. 
Prosedur kerja yang disusWl harus: 
a. Tertulis; 
b. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-Wldangan dan 

kebijaksanaan yang berlaku; 
c . Sederhana dan mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan; 
d. Skematis dengan menggWlakan simbol-simbol tertentu; 
e. Menjamin kelancaran, ketepatan dan kecepatan penyelesaian 

tugas; 
f. Dapat mencegah terjadinya biaya tinggi, penyimpangan atau 

penyalahgunaan; 
g. MengandWlg WlSur pemeriksaan internal dan usaha perbaikan 

secara terus menerus dan berkesinambWlgan; 
h. Tidak menimbulkan pertentangan dan duplikasi dengan prosedur 

kerja Wlit lainnya; 
i. Khusus prosedur yang berkaitan dengan perizinan dan pelayanan 

kepada masyarakat harus diinformasikan kepada masyarakat 
dan pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan lnstruksi 
Presiden Nomor 5 TahWl 1984. 



5. Pencatatan dan Pelaporan Hasil Kerja 
Pencatatan dan pelaporan hasil kerja disusun untuk memberikan 
kejelasan tentang semua informasi pelaksanaan tugas, baik yang 
menyangkut kemajuan maupun hambatan-hambatan untuk 
mengendalikan pelaksanaan kegiatan. Pencatatan hasil kerja 
dilaksanakan setiap hari dan dilaporkan berjenjang secara berkala 
atau sewaktu-waktu. 
Pencatatan dan pelaporan hasil kerja harus: 
a. berdasarkan fakta; 
b. melalui prosedur kerja yang telah ditentukan; 
c . tepat waktu dan teratur; 
d. mencakup semua aspek pelaksanaan tugas; 
e. mencakup semua tahap kegiatan; 
f. meliputi tahapan dan waktu yang ditetapkan; 
g. sederhana, konsisten dan relevan; 
h. disusun sesuai dengan jenjang pertanggungjawaban; 
.1. menunjukkan perbandingan antara rencana dengan pelaksana­

annya. 

6. Pembinaan Personil 
Pembinaan personil dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, 
semangat dan gairah kerja, disiplin melaksanakan tugas yang men­
jadi tanggWlgjawabnya, dan tidak mempunyai sikap atau tindakan 
yang bertentangan dengan kepentingan tugas. · 
Untuk memperoleh kejelasan maka pembinaan personil perlu: 
a. didasarkan atas perencanaan sumber daya manusia yang matang; 
b. didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlalm. 
c . terus menerus dan berkesinambungan; 
d. diarahkan pada penigkatan prestasi, dedikasi, dan partisipasi aktif 

dengan kemungkinan p1,, .. erapar. -.. nksi dan penghargaan; 
e. dilaksanakan secara manusiawi; 
Bentuk pembinaan personil tersebut diantaranya: 
a) mengikutkan kursus-kursus penyegaran, pelatihan, dan pendidikan 

xx iii 



lanjutan agar karyawan memiliki wawasan lebih luas dan dapat 
mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

b) menyediakan informasi mengenai tugas, wewenang, dan tang­
gung jawab setiap unit dalam organisasi; 

c) mengadakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas 
untuk menentukan prestasinya. 

7. Formulir dan A lat Standar Kerja 
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelaksanaan 
pengawasan melekat, hendaknya digunakan formulir dan alat standar 
kerja tertentu. 
Agar memperoleh kejelasan, formulir dan alat standar kerja harus: 
a. sederhana dan mudah dimengerti; 
b. menunjang tugas; 
c. didasarkan atas po la yang seragam. 

B. Manusia dan Budaya 

Dalam meningkatkan pelaksanaan pengawasan melekat perlu 
dipertimbangkan aspek manusia dan budaya. 

1. Peningkatan Aspek Manusia meliputi: 
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a. peningkatan kemampuan kepemimpinan baik dalam ketrampilan 
maupun perilaku, keteladanan, disiplin, dan dedikasi dengan 
berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; 

b. peningkatan prestasi pegawai dengan melalui kegiatan pemberian 
bimbingan, koreksi, pendelegasian wewenang, pemberian 
tanggung jawab, dan program pendidikan dan latihan; 

c. menciptakan suasana keterbukaan dalam pelaksanaan kegiatan 
sehingga mendorong partisipasi pegawai dalam proses peru­
musan kebijaksanaan dan pengan1bilan keputusan; 

d. menanamkan etos kerja ; 
e. menananikan sikap jujur dan disiplin serta bertindak tegas dan lugas. 



2. Peningkatan Aspek Budaya meliputi: 
a. menghilangkan rasa sungkan; 
b. menghilangkan persepsi negatif tentang pengawasan melekat; 
c . meningkatkan dan memelihara rasa ikut bertanggungjawab; 
d. menghindari sikap "Asal Bapak Senang" dan sikap apatis; 
e. menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang mendorong 

gairah kerja; 
f. membudayakan kemampuan untuk selalu meningkatkan kegiatan 

dalam mencapai basil yang optimal. 

C. Tugas Instansi/Unit Kerja 

Agar program peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat 
yang berkaitan dengan tugas unit kerja di lingkungan Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan, baik yang berbubungan dengan tugas 
pokok maupun penunjang, termasuk proyek dapat dilaksanakan 
dengan baik, perlu usaba-usaba: 

1. identifikasi dan penjabaran tugas dan fungsi; 

2. perencanaan dan penganggaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 

3. penentuan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas; 

4. petunjuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penerapannya; 

5. penatausahaan atau pencatatan pelaksanaan tugas; 

6. pelaporan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas; 

7. tindak lanjut yang didasarkan atas basil evaluasi pelaksanaan tugas. 



BAB III 
LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN 

PEN GA WASAN MELEKA T 

A. Penyusunan Program 

Setiap pemimpin Wlit kerja di lingkungan Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan diwajibkan menyusWl program peningkatan pelak­
sanaan pengawasan melekat setiap tahun yang meliputi 3 aspek yaito 
sarana pengawasan melekat, manusia dan budaya serta togas unit kerja. 

B. Pelaksanaan 

Setiap unit kerja di lingkungan Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan diwajibkan memantau pelaksanaan kegiatan yang meliputi: 

1. sarana dan sistem kerjanya; 

2. kegiatan substantif dalam rangka pelaksanaan togas pokok unit kerja 
di lingkungan Departemen. 

Pemantauan dapat dilakukan secara formal maupun informal. 
Pemantauan formal dilakukan secara berkala dengan interval wakto 
tertento disesuaikan dengan sifat dan jenis togas pokoknya dengan 
mengguna-kan formulir tertentu. 

Pemantauan informal dilakukan secara terus menerus melalui 
komunikasi terbuka antara atasan dan bawahan. Pelaksanaan penga­
wasan melekat hendaknya tidak ditekankan pada aspek ketidak­
percayaan kepada bawahan, tetapi hendaknya diarahkan pada usaha 
bimbingan dan memberi motivasi kepada bawahan. 
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C. Penilaian 

Kegiatan penilaian pelaksanaan pengawasan melekat meliputi: 

1. sarana dan sistem kerja yang digunakan dalam rangka mencapai 
tujuan unit kerja; 

2. pelaksanaan dengan rencana dan kebijaksanaan yang telah ditentukan; 

3. basil sesuai dengan yang direncanakan. 

Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam penilaian adalah: 

1. Mengwnpulkan data yang berkaitan dengan: 
a. sistem dan sarana kerja; 
b. pelaksanaan tugas unit kerja yang dinilai. 

2. Menganalisis penggunaan sarana dan sistem kerja. 

3. Membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan rencana. 

4. Menganalisis gejala dan penyebab terjadinya penyimpangan untuk 
selanjutnya melakukan langkah-langkah tindak lanjut. 

D. Tindak Lanjut 

1. Jenis Tindak Lanjut 

Tindak lanjut terhadap basil pengawasan melekat dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, yaitu berupa: 
a. tindakan administratif di bidang kepegawaian, termasuk pene­

rapan hukuman disiplin; 
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b. tindakan hllltutan/gugatan perdata, antara Jain hllltutanganti rugi/ 
penyetoran kembali, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan 
perdata berupa pengenaan denda, ganti rugi dan sejenisnya; 

c . tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan perkara­
nya kepada instansi yang berwenang; 

d. tindakan penyempurnaan aparatur pemerintah di bidang kelem­
bagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan; 

e. tindakan peningkatan dayaguna dan hasilguna dengan meman­
faatkan berbagai sun1ber daya yang ada dengan sebaik-baiknya 
sehingga tercapai hasil kerja yang optimal; 

f. tindakan pemberian penghargaan kepada mereka yang memiliki 
prestasi yang dinilai patut mendapat penghargaan. 

2. Pelaksanaan Tindak Lanjut 
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a. Tindak lanjut hasil pengawasan melekat harus secepat mungkin 
dilaksanakan setelah diyakini adanya penyimpangan dan diperoleh 
cara mengatasinya, atau prestasi yang dinilai patut mendapat 
penghargaan; 

b. Pelaksanaan tindak Janjut merupakan kewenangan atasan ber­
sangkutan kecuali apabila tindak Janjut tersebut di luar batas 
kewenangan; 

c. Dal am hal tindak Ian jut hasil pengawasan melekat b1:11'an menj'adi 
wewenang atasan yang bersangkutan, , maka atasan tersebut 
wajib melaporkan kepada atasannya atau kepada pejabat yang 
berwenang melaksanakan tindak lanjut; 

d. Laporan tersebut pada butir c disertai saran/rekomendasi pelak­
sanaan tindak lanjut; 

e. Tindak Jan jut harus dipantau dan dievaluasi pelaksanaannya guna 
memperoleh keyakinan bahwa tindakan dalam rangka tindak 
lanjut tersebut mencapai sasaran yang tepat. 



E. Pclaporan 

Setiap unit kerja di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
wajib menyusun laporan program peningkatan pelaksanaan penga­
wasan melekat (P3 Waskat) dan pelaksanaan tindak lanjut. 

1. Pcnyusunan Laporan 
a. Program P3 Waskat meliputi: 

1) kegiatan yang terdiri dari tiga aspek yaitu: 
sarana pengawasan melekat, manusia dan budaya, serta tugas 
unit kerja; 

2) program kerja pelaksanaan kegiatan di atas; 
3) waktu pelaksanaan kegiatan; 
4) has ii yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan; 
5) tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan. 

b. Pelaksanaan tindak lanjut pengawasan melekat: 
I) menginventarisasi penyimpangan dan prestasi kerja pegawai 

yang perlu diberikan penghargaan; 
2) menyebutkan unit kerja dimana terjadinya penyimpangan 

atau prestasi kerja pegawai; 
3) menguraikan peristiwa penyimpangan atau prestasi kerja 

pegawai; 
4) menyebutkan nama pelaku penyimpangan atau pegawai yang 

berprestasi; 
5) menyebutkan jenis tindak Ian jut terhadap penyimpangan a tau 

prestasi kerja pegawai. 

2. Waktu Pcnyampaian Laporan 
a. Pimpinan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Ka­

bupaten/Kotamadia menyusun program peningkatan pelaksanaan 
pengawasan melekat dan pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan 
masukan dari unit kerja di lingkungannya, kemudian melaporkan 
kepada Kepala Kantor Wilayah: 
I) program P3 W askat pada awal bulan April tahun berjalan; 
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2) pelaksanaan tindak lanjutpada bulan Desembertahun berjalan. 
b. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dikoordinasikan 

oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
menyusun program peningkatan pelaksanaan pengawasan 
melekat dan pelaksanaan tindak lanjut, kemudian melaporkan 
kepada Kepala Kantor Wilayah: 
1) program P3 Waskat pada awal bulan April tahun berjalan; 
2) pelaksanaan tindak lanjut pada bulan Desember tahun berjalan. 

c . Pimpinan UPT Unit Utama, menyusun program peningkatan 
pelaksanaan pengawasan melekat dan pelaksanaan tindak 
lanjut unit kerjanya, kemudian melaporkan kepada pimpinan unit 
utama pembinanya: 
1) program P3 Waskat pada awal bulan April tahun berjalan; 
2) pelaksanaan tindak lanjut pada bulan Desember tahun berjalan; 

d. Pimpinan Pusat-pusat, menyusun program peningkatan pelak­
sanaan pengawasan melekat dan pelaksanaan tindak lanjut unit 
kerjanya, kemudian melaporkan kepada pimpinan unit utama 
pembinanya: 
1) program P3 Waskat pada awal bulan April tahun berjalan; 
2) pelaksanaan tindak lanjut pada bulan Desembertahun berjalan. 

e. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta menyusun 
program peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat dan pe­
laksanaan tindak lanjut, kemudian melaporkan kepada Direktur 
Jenderal Pendidikan Tinggi : 
1) program P3 Waskat pada awal bulan April tahun berjalan; 
2) pelaksanaan tindak lanjut pada bulan Desembertahun berjalan. 

f . Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, menyusun program pening­
katan pelaksanaan pengawasan melekat dan pelaksanaan tindak 
lanjut, kemudian melaporkan kepada Menteri Negara Pendaya­
gunaan Aparatur Negara (MENPAN) dan Sekretaris Jenderal 
dengan tembusan kepada Ketua Lembaga Administrasi Negara 
(LAN), Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Inspektur 
Jenderal: 



1) program P3 Waskat pada pertengahan bulan September tahun 
berjalan; 

2) pelaksanaan tindak lanjut pada bulan Juni tahun berjalan. 
g. Pimpinan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebuda­

yaan di Propinsi menyusun program peningkatan pelaksanaan 
pengawasan melekat dan pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan 
masukan dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
UPT, dan unit kerja di lingkungannya, kemudian melaporkan 
kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan Inspektur Jenderal: 
1) program P3 W askat pada pertengahan bulan April tahun ber­

jalan; 
2) Pelaksanaan tindak lanjut pada bulan Januari tahun berjalan. 

h. Pimpinan Unit Utama menyusun program peningkatan pelak­
sanaan pengawasan melekat dan pelaksanaan tindak lanjut 
berdasarkan masukan dari Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana 
Teknis di lingkungannya, kemudian melaporkan kepada Sekretaris 
Jenderal dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal: 
1) program P3 W ask at pada pertengahan bulan April tahun 

berjalan; 
2) pelaksanaan tindak lanjut pada bulan Januari tahun berjalan. 

1. Pimpinan Perwn Percetakan dan Penerbitan Balai Pustaka men­
yusun program peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat 
(P3 Waskat) dan tindak lanjut, kemudian melaporkan kepada 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) 
dan Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Ketua LAN 
dan Inspektur Jenderal: 
1) program P3 W askat pada pertengahan bulan April tahun ber­

jalan; 
2) pelaksanaan tindak lanjut pada bulan Januari tahun berjalan. 

j. Sekretaris Jenderal mengolah, menganalisis dan mengevaluasi 
program pelaksanaan pengawasan melekat dan pelaksanaan 
tindak lanjut dari Unit Utama, Kantor Wilayah, Perguruan Tinggi 
Negeri, dan Perwn Percetakan dan Penerbitan Balai Pustaka, 
serta menyusun program peningkatan pelaksanaan pengawasan 
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melekat dan pelaksanaan tindak lanjut di lingkungan Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan basil evaluasi, kemudian 
melaporkan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara (MENPAN) dengan tembusan kepada Ketua LAN dan 
Inspektur Jenderal: 
1) program P3 Waskat pada akhir bulan April tahun berjalan; 
2) pelaksanaan tindak lanjut pada bulan Maret tahun berjalan. 

3. Koordinator Penyusunan Program PJ Waskat dan Pelaksanaan 
Tindak Lanjut 
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a. Di tingkat Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten/Kotamadya, Kepala Kantor Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya; 

b. Di lingkungan Unit Pelaksana Teknis, Kepala Unit Pelaksana 
Teknis; 

c. Di lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta, Sekretaris 
Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta; 

d. Di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri, Pembantu Rektor II/ 
Pembantu Ketua 11/Pembantu Direktur II~ 

e. Untuk Pusat-Pusat, Kepala Pusat; 
f. Di tingkat Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebu­

dayaan, Koordinator Urusan Administrasi; 
g. Di lingkungan Unit Utama, Sekretaris Unit Utama/ Kepala Biro 

Tata Usaha; 
h. Di lingk'llngan Perwn Percetakan dan Penerbitan Balai Pustaka, 

Direktur Administrasi Materiil dan Keuangan; 
1. Di tingkat Departemen, Sekretaris Jenderal; 

Laporan program peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat 
dan pelaksanaan tindak lanjut disusun dalam bentuk format. 



BAB IV 
TOLOK UKUR KEBERHASILAN PENGAWASAN MELEKAT 

Keberhasilan program pengawasan melekat dapat dilihat dari berbagai 
tolok ukur sebagai berikut: 

A. Mcningkatnya disiplin, prestasi, dan pencapaian sasaran pelak­
sanaan tugas, antara lain: 

1. Tingkat kehadiran meningkat. 

2. Berkurangnya tunggakan kerja. 

3 . Rencana yang disusun dapat menggambarkan adanya sasaran yang 
jelas, ha! ini dapat dilihat dalam kaitan antara rencana dan program 
dengan anggaran. 

4. Tugas dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan program, baik 
dilihat dari aspek fisik maupun anggaran. 

5. Tercapainya sasaran tugas yang ditentukan. 

6. Berkurangnya kerja lembur. 

7. Disiplin aparatur meningkat. 

B. Bcrkurangnya Pcnyalahgunaan Wewenang antara lain: 

1. Berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap aparatur negara yang 
melayaninya. 

2. Terpenuhinya hak-hak pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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3. Terpenuhinya hak-hak masyarakat yang dilayani sesuai dengan ke­
tentuan yang berlaku. 

C. Berkurangnya Kebocoran, Pemborosan, dan Pungutan Liar, 
antara lain: 

1. Berkurangnya kasus-kasus penyimpangan dan penyelewengan baik 
kualitas maupun kuantitas. 

2. Berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas. 

D. Cepatnya Penyelesaian Perizinan dan Peningkatan Pelayanan 
kepada Masyarakat, antara lain: 

1. Ketepatan waktu dalam pemberian perizinan dan pelayanan. 

2. Pelayanan makin baik prestasinya, hal ini ditandai dengan berku­
rangnya pengaduan dan keluhan masyarakat. 

E. Cepatnya Pengurusan Kepegawaian, antara lain: 

1. Berkurangnya keluhan pegawai dalam kenaikan pangkat, pensiun 
dan mutasi kepegawaian lainnya. 

2. Berkurangnya keterlambatan pengangkatan Calon Pegawai Negeri 
Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil. 

3. Berkurangnya keterlambatan pengambilan sumpah Calon Pegawai 
Negeri Sipil setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. 
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F. Berkurangnya Temuan Pengawasan Fungsional dan Pengawa1an 
Masyarakat 

1. Berkurangnya temuan pengawasan fungsional. 

2. Berkurangnya pengaduan atau keluhan dari masyarakat. 



BAB V 
PENUilJP 

Pedoman ini merupakan salah satu petunjuk bagi pejabat semua eselon 
di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam usaha 
meningkatkan pelaksanaan pengawasan melekat di lingkungan unit 
kerjanya masing-masing. 

Dengan adanya pedoman ini diharapkan mendukung kelancaran dan 
ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan khususnya 
di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

MENTERJ PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN 

Prof. Dr.-lng. Wardiman Djojonegoro 
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A. Latar Bclakang 

BAB I 
PENDAHULUAN 

Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengawasan telah ditetapkan bahwa pengawasan yang 
utama dilakukan oleh setiap pejabat struktural disetiap instansi adalah 
"Pengawasan Melekat" (W askat), sedangkan pengawasan la inn ya 
hanyalah scbagai pelengkap. Sejalan dengan itu telah ditetapkan 
ketentuan tentang pelaksanaan pengawasan melekat yaitu Instruksi 
Presiden Nomor 1 Tahun 1989 dan dijabarkan dalam Keputusan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor 
93 /MENPAN/ 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan 
Melekat. 

Pelaksanaan pengawasan melekat ini belwu berjalan sebagaimanamesti­
nya khususnya pada tingkat eselon IV, hal ini disebabkan antara lain : 

1. Sebagian besar pejabat eselon IV belum mendapatkan informasi 
atau penataran t1mtang pelaksanaan pengawasan melekat, sehingga 
kurang memahami pentingnya fungsi pengawasan, khususnya 
pelaksanaan pengawasan melekat; 

2. Pejabat eselon IV wnunmya masih kurang berani mengawasi dan 
mengambil tindakan tegas terhadap bawahan yang melakukan 
pcnyelewengan atau penyimpangan; 

3 . Belwn adanya ketentuan yang jelas, yang mengatur tentang ke­
wenangan pejabat eselon IV dalam pengambilan tindakan. 

Untuk membantu para pejabat mengatasi pemiasalahan dan hambatan 
di atas, perlu disusun pedoman pelaksanaan pengawasan melekat 
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bagi pejabat eselon IV di lingkungan Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan yang bersifat operasional agar tugas pekerj aan yang menja­
di tanggungjawabnya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku sehingga kadar mutu kepemimpinan 
semakin tinggi. 

B. Maksud dan Tujuan. 

1. Maksud 
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat untuk pejabat eselon 
IV ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi para pejabat eselon IV 
dalam menyusun dan melaksanakan program peningkatan pelaksa­
naan pengawasan melekat (P3 Waskat) serta dalam nteningkatkan 
pelaksanaan pengawasan di lingkungan unit kerjanya. 

2. Tujuan 
a. Memberikan kejelasan bagi pejabat eselon IV dalam melaksana­

kan pengawasan melekat di lingkungan unit kerjanya serta tindak 
lanjut yang perlu dilakukan. 

b. Untuk menyamakan persepsi dan menyatubahasakan teknis pe­
laksanaan pengawasan melekat bagi pejabat eselon IV di ling­
kungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 

C. Ruang Lingkup. 

2 

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan pengawasan melekat untuk 
pejabat eselon IV meliputi : 

1. Pelaksanaan pengawasan melekat melalui Sarana Pengawasan 
Melekat yang ada pada pejabat eselon IV. 

2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang perlu dilakukan 
oleh pejabat eselon IV. 



BAB II 
PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENGA WASAN 

MELEKA T (PJ WASKA T) 

A. Sarana Waskat 

Setiap pejabat eselon IV harus mengetahui/memahami dengan tepat 
sarana waskat yaitu: 

1. Struktur Organisasi 
Di dalam struktur organisasi terkandung: 
a. Tugas pokok dan fungsi; 
b. Wewenang dan tanggungjawab setiap unit dan pejabat dalam 

organisasi tersebut; 
c . Hubungan antara setiap unit dan pejabat, yang harus memberikan 

penjelasan kepada setiap pejabat di lingkungan unit organisasi 
terse but. 

CONTOH 

I 

STRUKTUR JABATAN ESELON IV YANG 
MEMBAWAHI JABATAN NON STRUKTURAL. 
SUB BAGIAN UNIT ORGANIK PUSAT 

KEPALA 
SUB BAGIAN 

UNIT ORGANIK PUSAT 

I 
I I 

PENGUMPUL DAN PENGADMINIS TRASI PENGETIK 
PEN GO LAH DAT A UMUM 
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CONTOH BAGAN ORGANlSASl SERTA PERINCIAN TUGAS ESELON IV 
YANG MEMBAWAHIJABATANSTRUKTURAL 
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SUB BAG IAN TATA USAllA PADA KANDEPDIKBUD KABUPATEN/KOTAMADYA 

SUBBAGIAN 

PERINCIAN TUG AS 

I. Mcnyusun rcncana dan program kcrja 
tahunan Sub Bagian. 

2 Mclakukan urusan surat menyurat kan-
tor yang mcliputi surat masuk, 

3. Mclakukan urusan rumah tangga yang 

1--
mcliputi kctcrtiban, kcarnanan, kcber-
sihan, dan kcindahan kantor. 

4. Tugas-tugas tdtnis. 
s. Tu gas-tu gas tdtnis. 
6. Tugas-tugas tdtnis . 
7. Mclakukan pclayanan kctatausahaan ke-

padasctiap Bagi an, dan Scksi di lingkungan 
kantor Kabupatcn/Kotamadya. 

8. Menyusun laporanSub Bagian 

I 
I I 

r URUSAN PERSURATAN I 11 URUSAN RUMAH TANGGA I 
I I 

PERINCIAN TUG AS PERINCIAN TUG AS 

I. Mcnyusun rencana dan program kerja I. Menyusun rencana dan program kcrja 
t.Ahunan urusan. tahunan urusan dan mempe.rsiapkan 

2 Mmcrimadan mcmilah surat masuk . rencana dan program kerja tahunan 
3. Mcncatat dan meneruskan 1'Urat di Sub Bagian. ' 

lingkungan kantor. 2 Mengurus kctcrtiba..'l, keamanan, 
4. Tugas-tugas tdtnis. kcbcrsihan. dan keir ·dahan kantor. 
s. Tugas-tugas tdtnis. 3. Mcngurus pcnerim~n tamu.dan 
6. Tu gas-tu gas tdtnis. kc:protokolan. 
7. Tugas-tugas tdtnis. 4. Tugas-tugas teknis. 
8. Mclayani urusan pcrsuratan pada Sub s. Tugas-tugas teknis. 

Bagian dan Scksi di lingkungan Kan- 6. Menyusun laporan urusan dan mcm-
depdikbud Kabupetcn/Kownadya. pcrsiapkan pcnyusunan laporan Sub 

9. Mcnyusun laporan urusan. Bagian 

2. Uraian Tugas Pekerjaan (UTP) 
Uraian Tugas Pekerjaan menggambarkan rincian tugas yang harus 
dilaksanakan oleh setiap pemegang jabatan baik struktural maupun 
non struktural. Berdasarkan hasil analisis jabatan yang memuat: 



a. Nalua Jabatan; 
b. Nama pemegang jabatan; 
c . Rwnusan tugas; 
d. Rincian tugas. 

Contoh : Uraian Tugas Pekerjaan (UTP) salah satu jabatan pada eselon 
IV yang membawahi jabatan struktural (eselon V). 
Kepala Urusan Persuratan pada Sub Bagian Tata Usaha 
Kandepdikbud Kabupaten/Kotamadya. 

URAIAN TUGAS PEKERJAAN 

A NAMA JABATAN 

B. NAMA PEMEGANG JABATAN 

C. RUMUSAN TUGAS 

Kepala Urusan Persuratan 
Sub Bagian Tata Usaha 

Menyusun rencana, membagi tugas, memberi 
petunjuk, dan memeriksa pelaksanaan kegiatan 
bawahan serta melaksanakan urusan persuratan, 
kearsipan, penggandaan dan ekspedisi di ling­
kungan Kandepdikbud Kabupaten/Kotamadya. 

D. RINCIAN TUGAS 
l. Menyusun rencana dan program kerja urusan; 
2. Membagi tugas, memberi petunjuk, danmenilaiprestasikerja 

bawahan; 
3. Mengolah suratmasukdan keluardi lingkungan Kandepdikbud 

kabupaten/kotamadya; 
4. Melaksanakan urusan pendistribusian surat masuk dan ke luar; 
5. Melaksanakan urusan pengetikan, penggandaan dan kearsipan 

serta dokumentasi dan ekspedisi di lingkungan Kandepdikbud , 
kabupaten/kotamadya; 

6. Menyiapkan bah an penyusunan surat dan naskah kedinasan; 
7. Memberikan layanan teknis di bidang persuratan; 
8. Menyusun laporan urusan; 
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan . 
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Contoh Uraian Tugas Pekerjaan (UTP) salah satu jabatan pada eselon 
IV yang membawahi jabatan non struktural. 
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Pengumpul dan Pengolah Data pada Sub B_agian Unit Organik 
Pusat Bagian Kelembagaan, Biro Organisasi 

RINCIAN TUGAS PEKERJAAN 

A NAMA JABATAN Pengumpul dan Pengolah Data 

B. NAMA PEMEGANG JABATAN 

C. RUMUSAN TUGAS 

Mengumpulkan dan mengolah data unit organik 
pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 
petunjuk atasan sebagai bahan informasi. 

D. RINCIAN TUGAS 
l. Membuat instrumen pengumpulan dan pengolahan data. 
2. Menerima dan memeriksa data unit organik pusat. 
3. Mengklasifikasi dan mengolah data unit organik pusat. 
4. Membuat rekapitulasi data unit organik pusat. 
5. Menganalisis data unit organik pusat. 
6. Mengidentifikasi masalah unit organik pus at. 
7. Menganalisis dan menyusun konsep pemecahan masalah. 
8. Memperbaiki basil pengolahan data unit organik pusat. 
9. Menyimpan data unit organik pusat. 
10. Menyajikan data unit organik pusat. 
11. Mclaporkan pelaksanaan tu gas. 
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan . 

3. Kebijaksanaan Pelaksanaan 
Setiap pejabat eselon IV harus 
a. Menyusun kebijaksanaan pelaksanaan sebagai pedoman bagi se­

tiap pejabat di lingkungan unit kerjanya, berdasarkan kebijaksa­
naan yang lebih tinggi, secara tertulis, sistematis, konsisten, dan 
terinci. 



b. Mengkomunikasikan kepada pejabat bawahannya. 
c . Memantau pelaksanakan "kebijaksanaan pelaksanaan", yang 

dilakukan oleh pejabat bawahannya. 
d. Mengevaluasi secara berkala hasil pelaksanaan "kebijaksanaan 

pelaksanaan" dan melakukan penyesuaian bila diperlukan. 

4. Rencana Kerja. 
a. Setiap pejabat eselon N harus menyusun rencana kerja bagi 

unit kerjanya secara berkala dan tertulis yang dijabarkan dalam 
bentuk program kerja, dengan memperhatikan : 
I) Aspek ketenagaan, keuangan, sarana dan prasarana serta 

waktu yang tersedia; 
2) Prioritas pelaksanaan kegiatan; 
3) Kebijaksanaan pelaksanaan. 

b. Setiap pejabat eselon N dalam menyusun rencana kerja me­
libatkan semua unsur terkait. 

c . Rencana kerja yang disusun, dapat diubah sesuai dengan per­
kembangan. 

d. Memantau perkembangan pelaksanaan program kerja untuk 
mengetahui keberhasilan dan hambatannya. 

e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja. 

5. Prosedur Kerja. 
a. Setiap pejabat eselon N harus menyusun prosedur kerja secara 

tertulis, yang menggambarkan proses kegiatan dan keterlibatan 
bawahan di lingkungan unit kerjanya. 

b. Membuat posedur kerja dalam bentuk bagan/gambar secara 
sederhana dan mudah dimengerti. 

c . Mengkomunikasikan prosedur kerja kepada bawahannya. 
d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan prosedur keja secara 

berkala agar dapat dilakukan penyempurnaan. 
e. Khusus prosedur kerja yang berkaitan dengan perizinan dan pe­

layanan kepada masyarakat, harus diinformasikan kepada 
masyarakat sesuai dengan batas kewenangannya. 
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CONTOH PROSED UR KERJA ES ELON IV 

UNIT KERJA : Subbag Kepangl<atan Pegawai Administrasi 

HASILKERJA : ProgramPengadaan Pegawai Administrasi 

NO. PROSES/KEGIAT AN 

I. Mencatat clan mengecek 
lampiran surat usul pengdaan 
pegawai administrasi 

2 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Mengevaluasi dan rnenga­
nalisis usu I pengadaan 
pegawai administrasi 

Menyusunkonsep surat 
pcnmhonan persetu ju an 
(pejabat yang berwenang) 
ten tang hAsil evaluasi 

Mengetik konsq:> surat 
pcnnohonan persetujuan 

Menyusun konsep Keprnen­
dikbud/Pejabat yang bc:rwe­
nang tentang pengaclaan 
pegawai 

Mengetik konsep Kepmcn­
dikbud/Pejabat yang ber­
wenang tentang pengaclaan 
pegawai administrasi 

Menggandakan Keprnendikbud 
/Pejabat yang berwenang 
tentang pengadaan pegawai 
adninistrasi 

Menyusun konsep surat 
pengantar pengiri man 
KepmcndikbucVPejabat yang 
berwenang tentang penga­
daan pegawai administrasi 

9. clan seterusn a 

JABATAN PEMROSES 

A B c 

Ketcraoaan : A. Pemroses pengaclaan pega wai 
B. Palgctik 

C. Pengadmin.istrasi persuratan 
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HASILKERJA 

Evaluasi usu! 
pengadaan pegawai 

Konsep surat perroo­
honan persetu j uan 
(pejabat yang 
berwenang) 

Ketikan konsq:> 
surat permohonan 
pcrsetu juan 

Konsepsurat Kepmen­
dikbud/Ptjabat yang 
berwenang 

Ketikan konsep Kep­
mendikbud/Pejabat 
yang berwenang 

Pengganclaan Kep­
mendikbud/Pcjabat 
yang berWenang 

Konsep surat pengan­
tar pengiriman Kep­
mendikbud/Pejabat 
yang berwcnang 



NO. 

l. 

2 

3. 

4. 

6. Pencatatan Hasil Kerja dan Pelaporan. 
Setiap pejabat eselon IV harus : 
a. Membuat catatan hasil pelaksanaan tugas setiap hari. 
b. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala. 
c . Pencatatan dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas tersebut perlu: 

l) Berdasarkan fakta; 
2) Melalui prosedur kerja yang telah ditentukan; 
3) Tepat waktu dan teratur; 
4) Mencakup semua aspek pelaksanaan yang diperlukan; 
5) Mencakup semua tahap kegiatan yang diperlukan; 
6) Meliputi tahapan dan waktu yang ditetapkan. 

CONTOH PENCATATAN BASIL KERJA HARIAN ESELON IV 
UNIT KERJA BIRO ORGANISASI 
NAMA YANG MELAKSANAKAN : DRS. M. IDRIS 

HARJ/TANGGAL JENIS KEGIATAN HASIL KERJA YANGDIC APAJ KEIBRANGAN 

Smin 
28-9-1 992 Mcnguru s rapat din.as l. Konscp surat undangan Rapa! tclah di-

dan pcngirirn.an undangan lakaanakan tgl. 
5 Oktobcc 1992 

2 Ballan rapat ; pulrull0.00 8.d 
pukull 2.00 di 

3. Pcrsiapan pcrlcngkapan ruang sidang 

rapat; Biro Organisasi 

dsL 

9 



CONTOH PELAPORAN HASIL KERJA PEJABA T ESELON IV 
UNIT KERJA : SUB BAGIAN TATA USAHA KANDEPDIKBUD KAB.CIREBON 
BULAN : SEPTEMBER 1992 

HO. 

I. 

2. 

3. 

4 . 

10 

!ENIS lEGAT~ ~IL YOO DDlilll'lAN ~IL YOO DICAPAI llAMBAT~ USAllA Pfli~GGUWGAN lET 

Meoguru1 rapat PellkllDUD npat I . Peoyuauoan baban Sulit moocapol Menyelesaikan dongan 
dlou dloas npa~ wlktu yaog le · kegiatao yanglalo 

2. Peraiapao perleog-· pat uotuk se-
kapaunpa~ mua peaerta ra-

3. Risalab npat. pit dapat badir 

dat. 

7. Pembinaan Pegawai. 
a. Setiap pejabat eselon IV harus menyusun rencana pembinaan 

pegawai di lingkungan unit kerjanya. 
b. Pembinaan pegawai dapat dilaksanakan melalui : 

1) Peningkatan disiplin pegawai dengan cara : 
a) mengecek kehadiran bawahan; 
b) memantau kepatuhan dan ketepatan waktu pelaksanaan 

tugas bawahan; 
c) memantau kepatuhan bawahan dalam mengenakan pa­

kaian seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
d) memantau keikutsertaan pegawai dalam upacara bendera 

dan kegiatan resmi lainnya; 
e) mengadakan rapat dan pertemuan secara berkala atau 

sewaktu-waktu bila diperlukan dengan bawahan. 
2) Peningkatan kemampuan teknis dan pengembangan karier 

bawahan melalui pendidikan dan pelatihan, penataran dan 
kursus-kursus sesuai dengan kewenangannya. 

3) Melakukan UPl!Ya peningkatan kesejahteraan bawahannya. 
c. Dalam melaksanakan pembinaan pegawai perlu : 

1) Didasarkan pada perencanaan sumber daya manusia yang 
ma tang; 



2) Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 
1980; 

3) Terus menerus dan berkesinambungan; 
4) Diarahkan pada peningkatan prestasi, dedikasi dan partisipasi 

aktif dengan memperhatikan kemungkinan penerapan sanksi 
dan pemberian penghargaan; 

5) Dilaksanakan secara manusiawi. 

B. MANUSIA DAN BUDAY A 

Dalam penyusunan P3 Waskat, setiap pejabat eselon IV perlu mening­
katkan aspek manusia dan budaya. 

1. Peningkatan aspek manusia, meliputi usaha-usaha 
a. Peningkatan kemampuan kepemimpinan baik dalam keteram­

pilan maupun perilaku, keteladanan, disiplin, dan dedikasi dengan 
berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; 

b. Peningkatan prestasi pegawai melalui kegiatan pemberian bim­
bingan, koreksi, pendelegasian wewenang, pemberian tanggung­
jawab, dan program-program pendidikan dan latihan; 

c . Menciptakan suasana keterbukaan dalam pelaksanaan kegiatan 
sehingga mendorong partisipasi pegawai dalam proses peru­

musan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan; 

d . Menanamkan etos kerja; 
e. Menanamkan sikap jujur dan disiplin diri untuk bertindak tega 

dan lugas. 

2. Peningkatan aspek budaya meliputi usaha-usaha 
a. Menghilangkan rasa "sungkan"; 
b. Menghilangkan persepsi negatif tentang pengawasan melekat; 

c . Meningkatkan dan memelihara rasa ikut bertanggungjawab; 
d. Menghindari sikap "ABS" dan sikap apatis; 

11 



e. Menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang mendorong 
gairah kerja; 

f . Membudayakan kemampuan untuk selalu meningkatkan kegiat­
an dalam mencapai basil yang optimal. 

C. TUGAS INSTANSUUNIT KERJA 

12 

Tugas instansi/unit kerja yang perlu diperhatikan dalam penyusunan 
P3 Waskat adalah : 

1. Tugas pokok dan fungsi; 
2. Tugas penunjang, baik rutin maupun pembangunan. 

Usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam penyusunan P3 Waskat dari 
aspek tugas instansi/unit kerja adalah : 

1. Penyusunan program kegiatan sebagai penjabaran tugas dan 
fungsi unit kerjanya, seperti yang tel ah diuraikan dalam sarwaskat; 

2. Penentuan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dengan 
membuat standar kerja tertentu sesuai dengan kondisi masing­
masing unit kerja; 

3. Penyusunan petunjuk pelaksanaan tugas atau prosedur kerja 
untuk setiap kegiatan unit kerjanya, sebagaimana telah diuraikan 
dalam sarwaskat; 

4. Penatausahaan pelaksanaan tugas melalui pencatatan dan pela­
poran, sebagaimana telah diuraikan dalam sarwaskat; 

5. Penyusunan tindak lanjut berdasarkan hasil pelaksanaan penga­
wasan melekat f ungsional, legislatif, dan Pengawasan masyarakat 
(wasmas). 



D. TEKNIS PENYUSUNAN PJ WASKA T 

1. Mekanisme penyusunan P3 W askat 
a. Setiap pimpinan unit kerja menyusun P3 W askat setiap tahun 

dan menyampaikan kepada pimpinan unit kerja atasannya; 
b. Setiap atasan pimpinan unit kerja menilai dan memadukan 

P3 Waskat unit kerja bawahannya; 
c . Pimpinan unit kerja tertinggi, menilai dan menetapkan P3 

Waskat di lingkungan unit kerjanya. 
(Mekanisme penyampaian P3 W askat secara rinci diatur 
dalam Bab V Pelaporan); 

2. P3 Waskat berisi kegiatan nyata dengan sasaran: 
a. Meningkatkan disiplin serta prestasi kerja dan pencapaian sa­

saran pelaksanaan tugas; 
b. Menekan hingga sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang; 
c . Menekan hingga sekecil mungkin kebocoran serta pembo­

rosan keuangan Negara dan segala bentuk pungutan liar; 
d. Mempercepat penyelesaian perijinan dan peningkatan pela­

yanan kepada masyarakat; 
e. Mempercepat pengurusan kepegawaian sesuai ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku, peraturan tugas, 
wewenang, dan tanggung jawab masing-masing unit kerja. 

3. Penyusunan P3 W a skat 
Dal am penyusunan P3 W askat terdapat lima komponen yang 
perlu diperhatikan sesuai dengan lampiran Keputusan Menpan 
Nomor 93/MENPAN/1989, yaitu: 
a. Kegiatan, berisi rencana kegiatan dari aspek sarwaskat, manu­

sia dan budaya, serta aspek-aspek yang berkaitan dengan 
pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja, baikrutin maupun 
pembangunan; 

b. Program kerja, berisi penjabaran dari ketiga aspek di atas 
(sarwaskat, manusia dan budaya, dan tugas unit kerja) yang 
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berupa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 
masing-masing aspek; 

c . Waktu pelaksanaan, menggambarkan lamanya waktu yang 
diperlukan untuk melaksanakan setiap program kerja; 

d. Hasil yang diharapkan, realisasi yang diharapkan akan dicapai 
dari setiap program kerja baik secara kualitatif maupun 
kuantitatif sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan; 

e. lndikator keberhasilan, berisi gambaran konkrit yang menun­
jukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program baik kuali­
tatif maupun kuantitatif. 



-t..h 

Contoh La po ran: 
PROGRAM PEN ING KATAN PELAKSANAAN WASKA T 
UNIT KERJA BAGIANPERENCANAAN 

TAHUN 1991/1992 

199111992 

NO. KF.GIATAN PROGRAM 
APR MEl JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES JAN FEB MRT 

10 11 12 13 14 15 

SARANA WASKAT 

• · StrukturOrguisui Menyusuauraian ~ 

b. Kebijabuaua 
Pclabanau 

c. Reneau Kerja 

lugas/rincian tugas 
&ctiap personil scba ­
ga.ima.natcrcuitum 
dalamKepmendlkbud 
Nomor0304/0/1984 

Menjabubn ).:cbijU.­
n.nun piropinan ba.ik 
teb.is pe~ncanua 
ma.upuatebis 
operuioaal 

Menyusun jadual 
uoOJk: 
- Unhapeningbtu 

kualitu pelayuaa 

- Hu-hlyug 
berb.itudeagu 
nrwutatdaa 
muusil. 

HASIL INDIKATOR 
YANGDIHARAPICAN KEB!'RHASILAN 
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Muing-muing personil 
meagetabui wewenang dan 
ta.nggungjawabnya 

Arab dan peJakunaa.n 
tugujelas 

Tugetkegiataa tercapU. 
scsu~ deagan yang 
dil>anpb.n 
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lidakterjaditumpang 
Lindib dalarn pelakn.­
naaa tugas 

- Pegawiidapat meb.k­
n.nabn tugu se­
bagaimua mestinya 

- Bedru(allgnyakon­
sultasi yang tidak 
perlu kepada atasan 

TidU: ada pekcrj a.a n 
yangtertunda 



-a, 

d. ProsedurKerja 

e . Peocatata.n 

Hasil Kerja 
dan pelaporan 

f. Pernbinaan 
Personil 

MANUS!A DAN 
BUDA YA 
a . Pcningkatan 

ll'Ultlllr.:epemim­

pinan pcjabat 

pimpinan 

b. Pcningkatan 
keteladanan 

c . Keterbukaan 

Menyusun prosedur 
kerja unit kcrja 

Membuat laporan 

pe1abanaan basil 
lt:erja 

Mcningkatkan 
dedikui,disiplin 
danproduktivit.u 
kerjapersonil 

SelUu me mberi 

kcsempatanuntuk 

mcninghlkualitas 
kt:pcrrimpinan 

Mengadakanforum 
komuni.kasi an tar 

pimpinandan 
antarapimpinan 

dengan bawahan 

10 11 12 13 14 15 16 17 

Mempcdanca.rrnekanisrne I Tidak terjadi kcsim ­
k:erjll pangsiuran dabm pc ­

labanaan tugas 

I I I I I I I I I I I I IPimpin:uunitkeija I Laporaodisampaikan 
rnengetabui apayang tepat waktu dan ber-

dikerjakanbawahannya isikan informasi yang 
alrunl dao relcvan 

I I I I I I I I I I I I 1- Mengetahuihasilpela.k- ( Hasilkerjayang baik 
sana.an tugas 

- Setiap pcr&onil ber­
di.siplin tinggi dan 

bekerj a terampil 

I I I I I I I I I I I I I Meningkatnyakemaml='lan ' Pengambilankeputusan 
kualitaspimpinan dapatdilalcukan 

&cc ara tepatdan be r­

dayaguna 

Sctiap pimpinan dapat I 1ingkat disi plin 
mcnjadi pan utan bawahan- kerja yang tinggi 

oya 

Momb"d•y•hosibp I I I I I I I I I I I I I Mompomrudahpo•yo!o -
ketecbukaan dalam sa.ian masalah 

Terjadikomunikasi 

duaarah 
pelaksanaan tugas 



TIJGAS lNSTANSI/ 
UN ITKERJA 

Pengclolaan Admi· 
nistn.siPersuratan 
& Ru mah Tangga 

Menycdiakan rcncana 

kcbutu han a.lat tulis 

kantordan meninght­

kan kualitas pclayan ­
an &Ural menyurat 

10 11 12 13 14 15 16 17 

t--t--t--t--t--1--1--1---1---t---t---t---1 Tersusunnya konsep rc n- - Tcrpcnuhinyakebutuhan 
canaATK dan terlaksa na - ATKyang di('Cncanakan· 

nya pc ngelolaan surat - Pengiriman s urat ke luar 

me nyuratsebagaimana lepat pada waktunya 

mesti nya - Pengelolaan surat di-

................. .. ,April 1991 

lak:sanakan seca ra tepat 

dansesuaidengan 

kete nb.Jan 

Kcpala Sub Bagaian Ta!A Usaha, 

(NAMA TERANG) 
NIP . ............. . 



Petunjuk pengisian formulir PJ Waskat : 

1. Pada bagian atas unit kerja, diisi dengan nama unit kerja eselon III 
pembuat program. 

2. Kolom nomor urut, menggunakan angka arab. 

3. Kolom kegiatan, diisi dengan aspek yang berkaitan dengan sarwaskat, 
manusia dan budayadan aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan 
tugas instansi, termasuk proyek. 

4. Kolom program kerja, diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan di­
laksanakan untuk masing-masing aspek sebagaimana tertera dalam 
kolom kegiatan dalam rangka upaya peningkatan pelaksanaan waskat. 

5. Kolom tahun, diisi dengan tahun yang bersangkutan, Kolom bulan, 
diisi dengan garis/balok yang menggambarkan lamanya waktu yang 
disediakan untuk masing-masing pogram kerja. 

6. Kolom basil yang diharapkan, diisi dengan uraian hasil akhir yang 
diharapkan dari masing-masing kegiatan program, sedapat mungkin 
dirumuskan secara kuantitatif. 

7. Kolom indikator keberhasilan, diisi dengan keterangan tentang 
indikator yang digunakan untuk mengukur/mengetahui keberhasilan 
waskat. 

8. Pada bagian bawah, diisi dengan nama kota kedudukan unit kerja 
pembuat program, tanggal pembuatan, tanda tangan dan nama terang 
pejabat eselon IV /Koordinator penyusun P3 W askat. 
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BAB III 
PELAKSANAAN WASKA T 

Pengawasan melekat dilaksanakan oleh para pejabat melalui 
pemantauan dan pengamatan serta penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan 
bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang 
bersangkutan. 

A. Pemantauan dan Pengamatan 

Pemantauan dan pengamatan tersebut dapat dilakukan secara formal 
maupun informal. 

1. Secara formal, pemantauan dilakukan secara berkala dengan melalui: 
a. Rapat bulanan/triwulan; 
b. Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan; 
c . dan sebagainya. 

2. Secara infonnal, dapat dilakukan melalui komunikasi terbuka dengan 
bawahan antara lain melalui: 
a. Diskusi dan musyawarah tentang pelaksanaan tugas; 
b. Acara ramah tamah dengan bawahan; 
c . Pembicaraan tidak resmi/bincang-bincang dengan bawahan; 
d. dan sebagainya. 

B. Penilaian 

I . Aspek yang dinilai: 
a. Ketepatan sarana dan sistem kerja yang digunakan dalam rangka 

mencapai tujuan unit kerja; 
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b. Ketepatan pelaksanaan dengan rencana dan kebijaksanaan yang 
telah ditentukan; 

c . Ketepatan hasil sesuai dengan yang direncanakan. 

2. Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam menilai adalah: 
a. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan: 

1) sistem dan sarana kerja; 
2) pelaksanaan tugas unit kerja yang dinilai; 

b. Menganalisa penggunaan sarana dan sistem kerja; 
c . Membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan rencana; 
d. Menganalisa gejala dan penyebab terjadinya penyimpangan untuk 

selanjutnya melakukan langkah-langkah tindak lanjut. 



BAB IV 
TINDAK LANJUT HASIL PEN GA WASAN MELEKA T 

Pengawasan melekat tidak banyak manfaatnya jika tidak disertai 
dengan tindak lanjut. Tindak lanjut dapat dilakukan melalui kegiatan 
pembinaan dan bimbingan dalam rangka memperbaiki kesalahan, 
kekeliruan dan penyimpangan ataupwi berupa penyampaian pujian dan 
penghargaan terhadap yang berprestasi. 
Tindak lanjut basil pengawasan melekat harus secepat mungkin dilaksana­
kan setelah diyakini adanya penyimpangan dan diperoleh cara mengatasi­
nya, atau prestasi yang dinilai patut mendapat penghargaan, serta 
hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan tugas. 

Bentuk-bentuk tindak lanjut yang dapat dilaksanakan adalah : 

A. Pemberian Penghargaan 

1. Setiap pejabat eselon IV dapat memberikan penghargaan atas prestasi 
yang telah dicapai bawahannya sesuai dengan kewenangan dan 
ketentuan yang berlaku serta kemampuan organisasi. 

2. Bentuk-bentuk penghargaan yang dapat diberikan antaralain: 
a. Mengusulkan bawahannya menjadi pegawai teladan; 
b. Mengusulkan bawahannya untuk dipromosikan dalam jabatan 

tertentu; 
c . Mengusulkan bawahannya untuk mendapatkan penghargaan atau 

tanda jasa; 
d. Meningkatkan nilai DP3; 
e. Mengusulkan bawahannya untuk mengikuti pendidikan dan pe­

latihan; 
f . Mengwnwnkan bawahannya yang berprestasi pada acara resmi; 
g. Mengusulkan bawahannya untuk mendapatkan kenaikan pangkat. 
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B. Tindakan Administratif. 

Setiap pejabat eselon IV dapat memberikan tindakan administratif 
kepada bawahan yang melanggar ketentuan yang berlaku, sesuai dengan 
kewenangannya yang berupa : 

1. teguran lisan (contoh lampiran I) 

2. teguran tertulis (contoh lampiran 2) 

3. pernyataan tidak puas secara tertulis (contoh lampiran 3) 

4. mengusulkan tindakan administratif lain yang lebih tinggi kepada 
pejabat yang berwenang secara berjenjang. 

C. Tindakan Tuntutan/Gugatan Perdata. 

1. Setiap pejabat eselon IV yang menemukan penyalahgunaan wewe­
nang, kebocoran, pemborosan, atau penyimpangan lainnya yang 
berada di bawah wewenangnya wajib memberikan peringatan atau 
teguran dan pemeriksaan pendahuluan serta segera melaporkan 
kepada atasannya. 

2. Bagi setiap pejabat eselon IV yang lalai melaporkan padahal ia 
mengetahuinya, terkena tindakan administratif sesuai ketentuan yang 
berlaku. 

D. Tindakan Pengaduan Tindak Pidana. 
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1. Setiap pejabat eselon IV yang mengetahui adanya tindak pidana di 
lingkungan unit kerjanya wajib segera memberikan peringatan atau 
pemeriksaan awal dan melaporkan kepada atasannya. 



2. Bagi setiap pejabat eselon IV yang lalai melaporkan padahal ia 
mengetahuinya, terkena tindakan administratif sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

E. Penyempurnaan Kebijaksanaan Pelaksanaan 

Berdasarkan hasil pengamatan dan pemantauan serta evaluasi, pejabat 
eselon IV bila dianggap perlu dapat mengusulkan penyem-purnaan 
kebijaksanaan pelaksanaan atasannya. 

F. Tindakan Penyempurnaan Aparatur Pemerintah Dibidang 
Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian. 

1. Penyempurnaan Kelembagaan 
Apabila ditemukan sejumlah tugas yang tidak tertampung dalam 
struktur organisasi atau terdapat beberapa unit kerja yang beban 
kerjanya relatif kecil, maka pejabat eselon IV dapat mengusulkan 
penyempurnaan organisasi dan tata kerjanya kepada pimpinan 
Departemen secara berjenjang. 

2. Penyempurnaan Ketatalaksanaan 
Apabila ditemukan hambatan-hambatan atau penyimpangan yang 
berhubungan dengan sistem dan prosedur kerja, perencanaan kerja, 
pencatatan dan pelaporan, maka pejabat eselon IV dapat mengajukan 
usul penyempurnaan aspek ketatalaksanaan kepada pimpinan 
Departemen secara berjenjang. 

3. Penyempurnaan Kepegawaian 
Setiap pejabat eselon IV dapat melakukan upaya penyempurnaan 
di bidang kepegawaian dengan mengajukan usul mutasi pegawai, 
pendidikan dan pelatihan bagi pegawai bawahan di lingkungan unit 
kerjanya kepada pimpinan Departemen secara berjenjang. 
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G. Bimbingan dan Pengarahan Dalam Pelaksanaan Tugas. 

1. Apabila dari basil pengawasan melekat diketabui adanya kekurangan 
atau kelemahan yang bersumber dari pegawai atau bawahannya 
maka setiap pejabat eselon IV selaku atasan langsung wajib memberi­
kan bimbingan dan pengarahan kepada bawahan. 

2. Bimbingan dan pengarahan tersebut meliputi : 
a. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; 
b . Menilai pelaksanaan tugas bawahan; 
c. Memberikan, menjelaskan atau mengulangi perintah; 
d. Memberikan koreksi terbadap bawahan yang menyimpang atau 

melanggar ketentuan. 

H. Pelaporan. 
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1. Setiap pejabat eselon IV wajib menyusun dan melaporkan P3 W askat 
dan pelaksanaan tindak lanjut (TL) basil pengawasan melekat di 
lingkungan unit kerjanya kepada pejabat eselon atasannya. 

2. Laporan P3 Waskat dan laporan tindak lanjut basil pengawasan 
melekat tersebut di laksanakan sesuai dengan pedoman umum 
pengawasan melekat di lingkungan Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan. 



BAB V 
PELAPORAN 

Pelaporan yang harus disampaikan oleh setiap pimpinan unit kerja 
meliputi P3 W askat, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan 
melekat. 

A. Mekanisme Pelaporan 

l. Laporan P3 W askat 
Laporan P3 Waskat pejabat eselon IV disampaikan kepada pejabat 
eselon III atasannya. 
a. Kandepdikbud Kecamatan dan Kandepdikbud Kabupaten/Kota­

madya 

l) Pejabat eselon V kepada pejabat eselon IV atasannya pada 
pertengahan bulan Maret; 

2) Pejabat eselon IV kepada pejabat eselon III atasannya pada 
akhir bulan Maret; 

3) Pejabat eselon III kepada pejabat eselon II (Kakanwil) pada 
awal bulan April. 

b. UPT Non Sekolah 
1) Pejabat eselon IV (Kepala SKB) dan Kepala Sanggar Teknologi 

Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan, kepada pejabat 
eselon III (Kakandep) pada akhir bulan Maret; 

2) Pejabat eselon III (Kepala:Balai, Taman Budaya, Musewn 
Propinsi, Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala) kepada 
pejabat eselon II (Kakanwil), pada awal bulan April; 

3) Pej abat eselon II (Kepala: PPPG, Musewn Nasional, Musewn 
Kebangkitan Nasional, Musewn Sumpah Pemuda) kepada 
pimpinan unit utama pembinanya, pada bulan April. 
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c . Kantor Wilayah 
1) Pejabat eselon IV kepada pejabat eselon III atasannya, pada 

akhir bulan Maret; 
2) Pejabat eselon III kepada pejabat eselon II atasannya, pada 

awal bulan April; 
3) Pejabat eselon II (Kakanwil) kepada pejabat eselon I (Sekre­

taris Jenderal), pada pertengahan bulan April dengan tembusan 
kepada lnspektur Jenderal. 

d. Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) 
1) Pejabat eselon IV kepada pejabat eselon III atasannya, pada 

pertengahan bulan Maret; 
2) Pejabat eselon III kepada Pejabat eselon II atasannya pada 

akhir bulan Maret; 
3) Pejabat eselon II (Koordinator) kepada pej a bat eselon I (Direktur 

Jenderal Pendidikan Tinggi) pada bulan April. 
e. Perguruan .Tinggi Negeri 

Uni versi tas/Insti tut 
1) Pejabat eselon IV kepada pejabat eselon II atasannya, pada 

pertengahan bulan Agustus; 
2) Pejabat eselon III kepada pejabat eselon II atasannya, pada 

akhir bulan Agustus; 
3) Pejabateselon II kepada pejabateselon I atasannya, pada a\\al 

bulan September; 
4) Pejabat eselon I (Rektor Universitas/Institut) kepada Men pan 

dan Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Ketua 
Lembaga Administrasi Negara (LAN), lnspektur Jenderal dan 
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, pada pertengahan bulan 
September. 

f. Sekolah Tinggi. 
1) Pejabat eselon IV kepada pejabat eselon III atasannya, pada 

akhir bulan Agustus; 
2) Pejabat eselon III kepada pejabat eselon II atasannya, pada 

awal bulan September; 



3) Pejabat eselon II (Ketua Sekolah Tinggi) kepada Menpan dan 
Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Ketua LAN, 
Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 
pada pertengahan bulan September. 

g. Akademi dan Politeknik. 
1) Pejabat eselon IV kepada pejabat eselon III atasannya, pada 

awal bulan September; 
2) Pejabat eselon III (Direktur Akademi/Politik) kepada Menpan 

dan Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Ketua LAN, 
Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 
pada pertengahan bulan September; 

h. Unit-unit Utama 
I) Pejabat eselon IV kepada pejabat eselonIII atasannya, pada 

pertengahan bulan Maret; 
2) Pejabat eselon III kepada pejabat eselon II atasannya,pada 

akhir bulan Maret; 
3) Pej abat eselon II (Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Sekre­

taris Unit Utama) kepada pejabat eselon I atasannya, pada 
awal bulan April; 

4) Pimpinan unit utama kepada Menteri Pendidikan dan Kebu­
dayaan u.p. Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada 
Inspektur Jenderal pada pertengahan bulan April. 

i . Perum Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka 
I) Pejabat eselon IV kepada pejabat eselon III atasannya, pada 

pertengahan bulan Maret; 
2) Pejabat eselon III kepada pejabat eselon II atasannya, pada 

akhir bulan Maret; 
3) Pejabat eselon II kepada pejabat eselon I (Direktur Utama), 

pada awal bulan April; 
4) Pejabat eselon I (Direktur Utama) kepada MENPAN dan 

Sekretaris Jenderal dengan teinbusan ketua LAN dan Inspek-
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tur Jenderal, pada pertengahan bulan April. 
2. Laporan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 

Laporan pelaksanaan tindak lanjut basil pengawasan oleh pejabat 
eselon N di sampaikan kepada pejabat eselon III atasannya. 
a. Kandepdikbud Keeamatan dan Kandepdikbud Kabupaten/Kota­

madya 
1) Pejabat eselon V kepada pejabat eselon IV atasa1U1ya pada 

pertengahan bulan November; 

2) Pejabat eselon IV kepada pejabat eselon III atasa1U1ya pada 
akhir bulan November; 

3) Pejabat eselon III kepada pejabat eselon II (Kakanwil) pada 
awal bulan Desember. 

b. UPT Non Sekolah 
1) Pejabat eselon IV (Kepala SKB) dan Kepala Sanggar Teknologi 

Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan, kepada pejabat 
eselon III atasannya, (Kakandep) pada akhir bulan Nopember; 

2) Pejabat eselon III (Kepala:Balai, Taman Budaya, Musewu 
Propinsi, Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala) kepada 
pejabat eselon II (Kakanwil), pada awal bulan Desember; 

3) Pejabat eselon II (Kepala : PPPG, Musewu Nasional, Musewn 
Kebangkitan Nasional, Musewn Swupah Pemuda) kepada 
pimpinan unit utama pembinanya, pada pertengahan bulan 
Desember. 

c. Kantor Wilayah 
1) Pejabat eselon N kepada pejabat eselon III atasannya, pada 

akhir bulan Desember; 
2) Pejabat eselon III kepada pejabat eselon II atasannya, pada 

pertengahan bulan Desember; 
3) Pejabat eselon II (Kakanwil) kepada pejabat eselon I (Sekre­

taris Jenderal), pada bulan J anuari dengan dengan tembusan 
kepada Inspektur Jenderal. 



d. Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) 
1) Pejabat eselon IV kepada pejabat eselon III atasannya, pada 

pertengahan bulan Nopember; 
2) Pejabat eselon III kepada Pejabat eselon II atasannya, pada 

akhir bulan Nopember; 
3) Pej a bat eselon II (Koordinator) kepada pej a bat eselon I (Direk­

tur Jenderal Pendidikan Tinggi) pada bulan Desember. 
e . Perguruan Tinggi Negeri (Universitas/Institut) 

1) Pejabat eselon IV kepada pejabat eselon III atasannya, pada 
awal bulan Mei; 

2) Pejabat eselon III kepada pejabat eselon II atasannya, pada 
pertengahan bulan Mei; 

3) Pejabat eselon II kepada pejabat eselon I atasannya, pada 
akhir bulan Mei; 

4) Pejabat eselon I (Rektor Universitas/Institut) kepada Menpan 
dan Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Ketua 
LAN, Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Pendidikan 
Tinggi, pada bulan Juni. 

f. Sekolah Tinggi. 
1) Pejabat eselon IV kepada pejabat eselon III atasannya, pada 

pertengahan bulan November; 
2) Pejabat eselon III kepada pejabat eselon II atasannya,pada 

akhir bulan November; 
3) Pejabat eselon II (Ketua Sekolah Tinggi) kepada Menpan dan 

Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Ketua LAN, 
Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 
pada bulan Desember. 

g. Akademi dan Politeknik 
1) Pejabat eselon IV kepada pejabat eselon III atasannya, pada 

akhir bulan November; 
2) Pej a bat eselon III (Direktur Akademi/Ploteknik) kepada Men pan 

dan Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Ketua LAN, 
Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 
pada pertengahan bulan Desember. 

29 



h. Unit-unit Utama 
l) Pejabat eselon IV kepada pejabat eselon III atasannya, pada 

awal bulan Desember; 
2) Pejabat eselon III kepada pejabat eselon II atasannya, pada 

pertengahan bulan Desember; 
3) Pejabateselon II (Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Sekre­

taris Unit Utama) kepada pejabat eselon I atasannya, pada 
akhir bulan Desember; 

4) Pimpinan unit utama kepada Menteri Pendidikan dan Kebu­
dayaan u.p. Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada 
Inspektur Jenderal pada bulan Januari. 

1. Perum Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka 
l) Pejabat eselon IV kepada pejabat eselon III atasannya, pada 

awal bulan Februari; 
2) Pejabat eselon III kepada pejabat eselon II atasannya, pada 

pertengahan bulan Februari; 
3) Pejabat eselon II kepada pejabat eselon I (Direktur Utama), 

pada akhir bulan Februari; 
4) Pejabat eselon I (Direktur Utama) kepada Menpan dan Sekre­

taris Jenderal dengan tembusan ketua LAN dan Inspektur 
Jenderal, pada bulan Maret. 

B. Materi Laporan 
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1. Program Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Melekat (P3 Waskat) 
(lihat bah II) 

2. Laporan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. 
Tindak lanjut terhadap hasil pengawasan yang telah dilaksanakan 
wajib di laporkan dengan menguraikan komponen-komponen se­
bagai berikut: 
a. Penyimpangan/prestasi yang perlu mendapat penghargaan, me­

nguraikan tentang teknis/macam penyimpangan, pemborosan, 



penyalahgunaan wewenang dan hal-hal lain yang negatif dan atau 
prestasi yang di nilai perlu mendapat penghargaan; 

b. Lokasi, menunjukkan nama unit kerja dan tempat kedudukan 
terjadinya penyimpangan atai pencapaian prestasi yang perlu 
mendapat penghargaan; 

c. Uraian peristiwa menggambarkan perincian tentang penyim­
pangan atau pencapaian prestasi yang perlu mendapat penghar­
gaan disertai dengan data kuantitatif; 

d. Pelaku, menunjukkan nama orang-orang yang terlibat dalam 
penyimpangan a tau orang-orang yang melakukan prestasi disertai 
dengan data diri yang bersangkutan; 

e. Tindak lanjut, menunjukkan jenis tindakan/sanksi yang diam.bi) 
atau penghargaan yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. 

CONTOH: PELAKSANAANTINDAK LANJUTW ASKA T 
UNITKERJA BAGIANTATAUSAHA 
TAHUN : 199(\'1991 

llJ. Plll! MPA!«;AllflliSllSI LOWI WWIPlll!TIWA Ill.AIU TllllIWWT 
TA!«; PflW MlllDAPAT POOIAIGl.AH 

I. Pelanggaran PPNo.3()(1980 SubBagian Y aog benaugk:utao eecara oyal& Sdr. PIWI Yaogberungkuta< 
Penuralall ielah meninggllkan tugu tani- Nip .......... ldahdlperlnplk .. 
Kmwil aluan yang 11h selama S bullD Pengatur (Gol Ilic) dlpanu:U oet.nyal< 
Depdill:bud. sampaideogao saaliai. Pen111Anip 3kall 

2. Prestasiyang~nonjol SubBagian Kieatif dan banyal< membcrll<ao Sdr. Polan Telah dlbual koo-
Penuralall bahanmuukankepadaalulD, Nip .......... oepuaulaoebagal 
Kanwil dlWllJing mar..,u menyelesaikan Pengatur Muda TK.l alcqJepwli 
Depdikbud. lugasdeogan bail;, Gol (lib -Peogadmioillrlli 

Ponuralall 

........ .... .. .. .... Jaouari I 991 

Kepala Bagiao Tall Ullha 

(NAMA TERANG) 
NIP . ...... ..... . 
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Petunjuk pengisian formulir pelaksanaan tindak lanjut pengawasan 
melekat: 

1. Pada bagian atas unit kerja, diisi dengan nama unit kerja eselon IV 
pembuat program W askat. 
Tahon diisi dengan tahun anggaran berlangsungnya program waskat. 

2. Kolom nomor urut, menggunakan angka arab. 

3. Kolom penyimpangan/prestasi yang perlu penghargaan, diisi 
dengan macam penyimpangan, pemborosan, penyalahgunaan wewe­
nang dan hal-hal negatif lainnya dan atau macam prestasi yang dinilai 
perlu mendapat penghargaan. 

4. Kolom lokasi, diisi dengan unit kerja dan tempat kedudukan terjadinya 
penyimpangan atau prestasi yang perlu mendapat penghargaan. 

S. Kolom uraian peristiwa, diisi dengan uraian yang terinci tentang 
penyimpangan atau prestasi yang perlu mendapat penghargaan sedapat 
mungkin disertai data kuantitatif. 

6. Kolom pelaku, diisi dengan nama orang-orang yang terlibat dalam 
penyimpangan atau orang yang melakukan prestasi yang perlu men­
dapat penghargaan disertai dengan data diri yangbersangkutan. 

7. Kolom tindak lanjut, diisi dengan uraian tentang tindakan yang di­
ambil dalam rangka menyelesaikan atau mengatasi penyimpangan 
maupun dalam rangka penghargaan. 

8. Pada bagian bawah, diisi dengan nama kota kedudukan unit kerja 
pembuat program, tanggal pembuatan, tanda tangan dan nama terang 
pejabat eselon IV qan NIP. 
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BAB VI 
PENUilJP 

Pelaksanaan pengawasan melekat wajib dilaksanakan oleh setiap 
pimpinan mulai dari eselon tertinggi sampai dengan eselon terendah. 

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat ini diharapkan dapat mem­
berikan kejelasaan arah dan langkah bagi pejabat eselon IV dalam 
melaksanakan pengawasan melekat di lingkungan unit kerjanya. 

Masing-masing pejabat eselon IV dapat menjabarkan lebih lanjut 
pedoman pelaksanaan ini sesuai dengan substansi bidang tugasnya. 

Dengan keberhasilan pelaksanaan pengawasan melekat diharapkan dapat 
meningkatkan disiplin pegawai, kelancaran pelaksanaan tugas dan men­
cegah terjadinya kebocoran, pemborosan, korupsi, penyalahgunaan 
wewenang ataupun penyimpangan lainnya guna mengoptimalkan 
produktivitas kerja. 

MENTER! PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN 

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro 
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Larnpiran I : 

CONTOHPEMBERITAHUAN RAHASIA 
TEGORAN LISAN 

.. .. ...... ....... ...... . tanggal. ....... ........... . 
Kepada 
Yth. Sdr. Kepala Biro/Bagian/Sub Bagian/Urusan•) 
Kepegawaian .......... ..... .. ......... .. ...... ... ..... ............... ... .. . 

di-

1. Dengan ini diberitahukan dengan honnat, bahwa pada tanggal .. ..... .... . 
bulan . . . . . . . . . . . . . telah saya jatuhkan hukuman disiplin berupa teguran 
lisan kepada : 
Nam a .. ..... ....... .. ... ... ..... ...... .... ................ ...... . . 
NIP .. ...... .......... ..... .... ........ ............ ........ .... . . 
Pangkat ..... ......... ... ..... ............ .... ..... . ..... ... ... ..... . 
Jabatan .. ... .. ......... .. ... .. .. .... .... ........ ................ ... . 
Unit Organisasi .. ........ ... ..... ......... ... .... .. .. ........... ...... ..... . 
karena ia rnelakukan perbuatan : 

Perbuatan terse but melanggar ketentuan Pasal .. ........ .. ayat ...... ....... . 
huruf ... ... ...... .. ... .. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. 

2. Dernikian untuk dimaklwni dan digunakan sebagaimana mestinya. 

Pejabat yang berwenang menghukum, 

N~-~~ ··.· .·.·.· .·.·.·.· .· .·.·.·.·.·.· .·. ·.·.· .·.·.·:. ·. ·. ·. ·.·. ·. ·.·:.·::::.· .. :~.~~ 
NIP . ..... ......... ... ...... ........ ......... .. .... . 

TEMBUSAN : disampaikan dengan hormat kepada : 
I. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta 
2. dan seterusnya 

. •) Coret yang tidak perlu 
.. ) Tulislah narna jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum 
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Lampiran 2: 

CONTOH SURAT KEPUTUSAN TEGORAN TERTULIS 

Membaca 

Menimbaog 

Mengingat 
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RAHASIA 

KEPUTUSAN .... .. ......... .... .. ........ .. ........ *) 
NOMOR ... ..... ... ......... .... •) 

··· ··· ···· ··· ····· ·· ······· ········· ·· *) 

1. Laporan dari .... .. .. tanggal ..... .... teotaog pelanggaran 
disiplio yang dilakukan oleh .... ... ... .. NIP ............. . 
paogkat. ... .... ...... . 

2. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh NIP . ... ..... ... . 
pangkat. ....... .. .. tanggal... ..... .... . . 

a. bahwa meourut basil pemeriksaao tersebut diatas, 
Sdr . .. ... .... .... .. .... . tersebut telah melakukao perbuatan 
berupa .... .... ... .... . . 

b. Dan seterusoya : 
bahwa perbuatao tesebut merupakan pelanggaran 
terhadap Pasal ... .. .. .. . ayat ... ... ... huruf... .... .. Peraturan 

Pemerintah Nomor 30 Talmo 1980. 
bahwa untuk menegakkao disiplin, dipandang perlu 
meojatuhkan hukwnan disiplio yang setimpal dengan 
pelanggarao disiplin yang dilakukannya itu kepada 
Sdr ..... .. ... tersebut. 

1. Uodang-undang Nomor 8 Talmo 1974 tentaog Pokok­
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Talmo 1974 
Nomor 55, Tan1bahan Lembaran Negara Nomor 3041 ); 



2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Talmn 1975 tentang 
W ewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pem­
berhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Tahun 1975, Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3058); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang 
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Tahun 1980 Nomor 50 Tahun 1980 Nomor 
50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176); 

4. dan seterusnya. 

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala BadanAdministrasi Kepegawaian 
Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 

2. S.E. Kepala BAKN Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 
Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil. 
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Menetapkan 
PERT AMA 

KEDUA 

KETIGA 

MEMUTUSKAN 

Menjatuhkan hukwnan disiplin berupa teguran tertulis 
kepada : 

NAMA 
NIP 
PANGKAT 
JABATAN 
UNIT ORGANISASI : 
karena ia pada tanggal ..... .... .. ... melakukan perbuatan 
yang melanggar ketentuan Pasal .......... ayat ....... ... . 
huruf .. .. ....... ..... . Peraturan Pemerintah Nomor 30 
Tahun 1980. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampaikan 
kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. 

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan 
untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana 
mestinya. 

ditetapkan di : ..... ...... ....... .. ..... ..... . 
pada tanggal : .. .............. .... .......... . 
Pejabat yang berwenang menghukum, 
.. .. .......... .... .. .. . : .. .. .. ...... ... .. .. ...... **) 
Nama ..... .... ......... ..... .. ........ .... .... .. .. 
NIP . .... .... .. .. ....... .. .. ,. ......... .... .... ... . 

TEMBUSAN : disampaikan dengan hormat kepada : 
1. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta, 
2. dan seterusnya. 

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukwn 
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Lampiran 3: 

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PERNYATAAN TIDAJ( PUAS 
SECARA TERTULIS 

Membaca 

Menimbang 

Mengingat 

RA HA SIA 

KEPlJIUSAN .... .... ......... ..... ............... .. *) 
NOMOR ....... ... ...... ........ •) 
... ....... .... .... ... ..... ....... ... .. *) 

1. Laporan dari .. .... .. tanggal ....... .. tentang pelanggatan 
disiplin yang dilakukan oleh .. ...... ... . NIP. . ... .. ..... . . 
pangkat. ...... ... .. .. . 

2. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh NIP . .. .... ..... . 
pangkat. ... ..... ... tanggal. ... .... .. ... . 

a. bahwa menurut basil pemeriksaan tersebut diatas, 
Sdr ............... ...... tersebut telah melakukan perbuatan 
berupa ...... .. ....... . . 

b. Dan seterusnya : 
bahwa perbuatan tesebut merupakan pelanggaran 
terhadap Pasal .. ..... ... ayat ..... .... huruf ......... Peraturan 
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. 
bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu 
menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan 
pelanggaran disiplin yang dilakukannya itu kepada 
Sdr ... .. .... . tersebut. 

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok­
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara TahW1 1974 
Nomor 55, TambahanLembaranNegaraNomor3041); 
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pem­
berhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Tahun 1975, Nomor 26, Tambahan Lembaran Negar~ 
Nomor 3058); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang 
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Tahun 1980 Nomor 50 Tahun 1980 Nomor 
50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176); 

4. dan seterusnya. 

Memperhatikan : I . Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian 
Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 
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2. S.E. Kepala BAKN Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 
Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil. 



Menetapkan 
PERT AMA 

KEDUA 

KETIGA 

MEMUTUSKAN 

Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan 
Tidak puas Secara Tertulis kepada : 

NAMA 
NIP 
PANGKAT 
JABATAN 
UNIT ORGANISASI: 

karena ia pada tanggal .... .. ........ melakukan perbua~ 
yang melanggar ketentuan Pasal .......... ayat ... ....... . 
huruf .. . . . . . . . . . . . . . . . Peraturan Pemerintah Nomor 30 
Tahun 1980. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampaikan 
kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. 

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan 
untukdiindahkandandilaksanakansebagaimana mestinya. 

ditetapkan di : ..... ......... ................ . 
pada tanggal : ..... ....... .... ....... ... .... . 
Pejabat yang berwenang menghukum, 
...... .. ........... ..... .. ......... .. ............ ••) 
Nama ... ......................................... . 
NIP ... ... .. .. ... .... ... ..... .. ....... .. ......... . . 

TEMBUSAN : disampaikan dengan hormat kepada : 
1. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta, 
2. dan seterusnya. 

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum 
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INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 15 TAHUN 1983 

TENfANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGA WASAN 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang 

a. bahwa pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka 
peningkatan pendayagunaan aparatur negara dalam pelaksanaan tugas­
tugas wnum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya 
pemerintah yang bersih dan berwibawa; 

b. bahwa agar kegiatan pengawasan dapat mencapai sasaran hasil yang 
diharapkan, dipandang perlu untuk menetapkan lnstruksi Presiden 
mengenai garis besar tata kerja pengawasan sebagai pedoman pelaksa­
naan pengawasan; 

Menimbang : 

1. Pas al 4 ayat (I) Undang-Undang Dasar l 945; 
2. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan 

Anggaran Pendapat dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah 
dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981; 

3. Keputusan Presiden Nomor 31Tahun1983 tentang Badan Pengawasan 
Keuangan Negara clan Pembangunan. 
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MENGINSTRUKSIKAN 

Kepada: 

1. Para Menteri; 
2. Panglima Angkatan Bersenjata/Panglima Operasi Pemulihan; 
3. Jaksa Agung; 
4. Gubemur Bank Indonesia; 
S. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen; 
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi!finggi Negara; 
7. Para Gubemur/Kepala Daerah Tingkat I. 

Untuk : 

PERTAMA : 

Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang efektif ke dalam tubuh 
aparatur Pemerintah di dalam lingkungan masing-masing secara terus 
menerus dan menyeluruh, dalam bentuk : 

a. pengawasan yang dilaksanakan oleh pimpinan/atasan masing-masing 
satuan organisasi/satuan kerja terhadap bawahannya; 

b. pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional yang 
bersangkutan. 

KEDUA : 

Berdasarkan hasil-hasil pengawasan mengambil langkah-langkah yang 
perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber­
laku untuk: 

a. Menyempumakan unsur aparatur di bidang kelembagaan, kepegawaian, 
dan ketatalaksanaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas umum 
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pemerintahan dan pembangunan, dengan perpegang kepada prinsip 
daya guna dan basil guna; 

b. Melakukan penindakan penertiban dan penindakan secara umum yang 
diperlukan terhadap perbuatan korupsi, penyalahgunaan wewenang, 
kebocoran dan pemborosan kekayaan Negara, pungutan liar, dan tin­
dakan penyelewengan lain, baik yang melanggar peraturan perundang­
undangan yang berlaku maupun yang bertentangan dengan kebijaksa­
naan Pemerintah yang ada serta menghambat pembangunan. 

KETIGA: 

Memperhatikan dan mempergunakan petunjuk-petunjuk dalam pedo­
man pelaksanaan pengawasan yang tercantum dalam Lampiran Instruksi 
Presiden ini. 

KEEMPAT: 

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Dikeluarkan di Jakarta 
pada tanggal 4 Oktober 1983 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

S 0 E H A R T 0 
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LAMPI.RAN 

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 15 TAHUN 1983 

TANGGAL ..i OKTOBER 1983 

TENT ANG 
PEDOJ\1.AN PEN GA WASAN 

BAB I 

UMUM 

Pasal 1 

(I ) Pengawasan bertujuan menclukung kelancaran clan ketepatan pelaksa­
naan kegiatan pemerintah clan pembangunan. 

(2 ) Dalmn mcrencanakan clan mclaksanakan pengawasan perlu diperhati­

kan hal-hal berikut: 

a. agar pelaksanaan tugas umum pcmerintahan clilakukan secara tertib 
bcrclasarkan peraturan perunclang-unclangan yang berlaku serta ber­
clasarkan sencli-sencli kewaj aran penyelenggaraan pemerintah agar 
tcrcapai claya guna, hasil guna, clan tepat guna yang sebaik-baiknya; 

b . agar pelaksanaan pembangunan clilakukan sesuai dengan rencana 
dan program Pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang 

berlaku schingga tercapai sasaran yang ditetapkan; 

c. agar hasil-hasil pcmbangunan dapat dinilai sebcrapa jauh tercapai 

un tuk memberi umpan balik berupa pendapat, kesimpulan, dan saran 
tcrhadap kebijaksanaan, perencanaan, pembinaan, dan pelaksanaan 
tugas 1.anwn pemerintahan clan pembangunan; 
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d. agar sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran, 
dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang, dan 
perlengkapan milik Negara, sehingga dapat terbina aparatur yang 
tertib, bersih dan berwibawa, berhasil guna, dan berdayaguna. 

Pasal 2 

(l)Pengawasan terdiri dari: 

a. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan/atasan langsung, baik 
di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah; 

b. Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat 
pengawasan. 

(2) Ruang lingkup pengawasan meliputi: 
a. Kegiatan umum pemerintahan 
b. Pelaksanaan rencana pembangunan 
c. Penyelenggaraan pengurusan dan pengolahan keuangan dan 

kekayaan negara. 
d. Kegiatan badan usaha milik Negara dan badan usaha milik Daerah; 
e. Kegiatan aparatur pemerintah di bidang yang mencakup kelem­

bagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. 

BAB II 
PENGAWASAN ATASAN LANGSUNG 

Pasal 3 

(l)Pimpinan semua satuan organisasi pemerintah, termasuk proyek 
pembangunan di lingkungan Departemen/Lembaga/Instansi lainnya, 
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menciptakan pengawasan melekat dan meningkatkan mutunya di 
dalam lingkungan tugasnya masing-masing. 

(2)Pengawasan melekat dimaksud dalam ayat (1) dilakukan: 
a. melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pem­

bangunan tugas dan fungsi beserta uraiannya yang jelas pula; 
b. melalui perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan se­

cara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya 
oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan; 

c. melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus 
dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan 
hubungan antar berbagai kegiatan beserta sasaran yang harus 
dicapainya; 

d. melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang 
jelas dari atasan kepada bawahan; 

e. melalui pencatatan basil kerja serta pelaporannya yang merupakan 
alat bagi atasan untuk mendapatkan inf ormasi yang diperlukan bagi 
pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggungjawaban, 
baik mengenai pelaksanaan tugas maupn mengenai pengelolaan 
keuangan; 

f . melalui pembinaan profesional yang terus menerus agar para pelak­
sana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas 
yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan 
yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya. 

(3) Adanya aparat pengawasan f ungsional dalam suatu satuan organisas 
pemerintahan tidak mengurangi pelaksanaan dan peningkatan penga­
wasan melekat yang harus dilakukanoleh atasan terhadap bawahan. 
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BAB Ill 
PENG AW ASAN FUNGSIONAL 

Pasal 4 

(1 ) Kebijaksanaan pengawasan dig;msl,:an oleh Presidcn 

(2) Wakil Pn.:siden scc:ara krus mellcn.l>. mummpin dan mcngikuti pelak­
sanaan pei.gawasan 

(3) Menteri Ko0rdinatur Bidang Ekum, Indusm clan Pcngawasan Pem­

bdilgunan, selanjuoiya disingkat MENKO EKUIN fJAN WASBANG, 

mengkoordinasikan peiru.~sanaan J...cbijabanaan pengawasan dimaksud 
ayat (1) . 

( 4) Pelaksanaan pengawasan oleh aparal pengawasan fungsional dilakukan 
oleh: 
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a. Badan Pengawasan Keliangan dan Fcmbangunan, sclanjutnya di­

singkat BPKP, yang bertugOJs: 

1) merwnuskan rencan dan progran1 pelaksanaan pcnga\\ as an se­

luruh aparat pengawasan Pemerintah Pusai clan Pemerintah 
Daerah esua1 d~ngan k<.:tentuan d1maksud a) at (3 ); 

2) melakukan koordinasi teknis pelaksanaan pcngawasan yang di ­

selenggarakan oleh aparat pcngawasan di Departcmcn, Lembaga 

Pemerintah Non Departemen, dan Instansi Pcmcrintah lainnya 

baik di Pusat maupun di Dacra11 sesuai dcngan rcncana d~rn 

progrmn dimaksud angka ( I) ; 

3) melakukan sendin pengawasan dan pemeriksaan sesuai dcngan 

tugas dan fungsinya ; 

b. Inspektorat Jenderal Departemen, Aparat Pcngawasan Lembaga 

Pemerintah Non Departemen/lnstansi Pemcri ntah lainnya yang 



melakukan pengawasan terhadap kegiatan wnwn pemerintahan dan 
pembangunan dalam lingkungan Departemen/Lembaga Pemerintah 
Non Dcpartemen/Instansi Pemerintah yang bersangkutan; 

c. lnspektorat Wilayah Propinsi yang melakukan pcngawasan umwn 
atas jalannya pemerintah Daerah, baik yang bersifat rutin maupun 
pembangunan; 

d. Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya yang melakukan penga­
wasan atas jalannya pemerintah Daerah, dan pemerintah Desa di 
Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan, baik bersifat rutin mau­
pun pembangunan. 

(5) Atas petunjuk Presiden dan Wakil Presiden, Inspektur Jenderal Pem­
bangunan melakukan pcngawasan terhadap proyek-proyek pem­

bangunan sektoral , INPRES Bantuan Desa maupun proyek-proyek 
Daerah. 

BAB IV 
PELAKSANAAN PENGAWASAN FUNGSIONAL 

Pasal 5 

Kegiatan pengawasan dilaksanakan berdasarkan Rencana Program Ke1ja 
Pengawasan Tahunan yang disusun sebagai berikut: 

a. Aparat pengawasan fungsional menyusun rencana kerjanya dalam 
bentuk Usulan Program Kerja Pengawasan Tahwrnn sesuai dan sej alan 
dengan petunjuk MENKO EKUIN DAN WASBANG; 

b. Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan tersebut disusun oleh 
BPKP menjadi Program Kerj a Pengawasan Tahunan setelah berkonsul-
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tasi dengan aparat pengawasan fungsional yang bersangkutan dengan 
berpedoman kepada petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh MENKO 
EKUIN DAN WASBANG. 

c. Untuk menjamin keserasian dan keterpaduan pelaksanaan pengawasan, 
Kepala BPKP memberikan pertimbangan kepada Menteri Keuangan dan 
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan N asionaUKetua BAPPENAS 
mengenai anggaran pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan 
dimaksud pada huruf b. 

Pasal 6 

Pelaksanaan pengawasan dimaksud Pasal 5 dilal-ukan secara berjenjang 
menurut tata kerja sebagai berikut: 

a. Aparat pengawasan fungsional melaksanakan pengawasan berdasar­
kan petunjuk Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/ 
Pimpinan Instansi masing-masing yang bersangkutan, sesuai dengan 
Program Kerja Pengawasan Tahunan; 

b . Pelaksanaan pengawasan dimaksud dikoordinasikan secara teknis oleh 
Kepala BPKP sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan; 

c. Basil kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan 
fungsional dibahas secara umum oleh MENKO EKUIN DAN 
W ASBANG, dengan Kepala BPKP serta aparat pengawasan lainnya 
yang dianggap perlu; 

d. Basil pembahasan dimaksud dalam butir c, dipergunakan sebagai bahan 
MENKO EKUIN DAN W ASBANG untuk memberikan petunjuk­
petunjuk bagi penyusunan rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan 
sesuai prioritas yang berlaku bagi seluruh aparat pengawasan fung­
sional. 
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Pasal 7 

( 1) Di samping pengawasan berencana menurut Program Kerja Penga­
wasan Tahunan dimaksud dalam Pasal 5, dapat pula dilakukan penga­
wasan khusus terhadap penyimpangan-penyimpangan dan/atau 
masalah-masalah dalam bidang administrasi di lingkungan aparatur 
pemerintah yang dinilai mengandung dampak yang luas terhadap 
jalannya pemerintahan dan kehidupan masyarakat. 

(2) Pengawasan khusus tersebut dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh 
BPKP sendiri a tau oleh team pemeriksaan gabungan (yang ditunjuk oleh 
Kepala BPKP) yang terdiri dari berbagai aparat pengawasan Pemerintah 
Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, dipimpin oleh pejabat BPKP. 

(3) Penetapan pengawasan khusus dan pembentukan team pemeriksaan 
gabungan dimaksud dalam ayat ( 1) dan (2) dilakukan dengan Keputusan 
MENKO EKUIN DAN WASBANG atau Keputusan Kepala BPKP, 
sesuai dengan luas lingkup pengawasan khusus tersebut. 

Pasal 8 

(1) Inspektur Jenderal Pembangunan dapat melaksanakan kegiatan penga­
wasan terhadap hal-hal tertentu atas petunjuk Presiden dan/atau Wakil 
Presiden. 

(2) Has ii pengawasan dimaksud dalam ayat ( 1) dilaporkan kepada Presiden 
dan W akil Presiden, dengan tembusan kepada MENKO EKUIN DAN 
WASBANG dan Kepala BPKP. 

Pasal 9 

Tata cara pelaksanaan pengawasan bagai masing-masing bidang menurut 
ruang lingkup pengawasan dimaksud dalam Pasal (2) ayat (2) ditetapkan 
oleh Kepala BPKP. 
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Pasal 10 

Kepala BPKP mengikuti kegiatan dan perkembangan pelaksanaan 
pengawasan, baik yang dilakukan berdasarkan Program Kerja Pengawasan ­
Tahunan maupun pengawasan khusus . 

BAB V 

KOORDINASI PELAKSANAAN PEN GA WASAN FUNGSIONAL 

Pasal 11 

(I) Dal am merumuskan kebijaksanaan pengawasan dan secara terus­
menerus memimpin dan mcngikuti pelaksanaannya, W akil Presiden 
dibantu oieh MENKO EKUIN DAN WASBANG da.n Kepala BPKP. 

(2) Berdasarkan kebijaksanaa.n pcnga\\ asan dimaksud dalam ayat (1) 

\.Vaki l Presidcn mcngadakan rapat-rapat koordinasi pcngawasan yang 
dihadiri obh: 

a. Para Mc111.eri; 
b . Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/ PANGKOP­

KAMTlB. 

c. Jaksa Agung; 
d . Para Pcjabat lainnya yang dianggap perlu; 

Pasal 12 

Rapat-rapat koordina si dengan aparat pengawasan fungsional sewaktu­
waktu dapat juga diadakan : 
a. Oleh MENKO EKUfN DAN W ASBANG, dalam rangka membahas serta 

menyelesaikan masalah-maslah yang bersangkutan dengan kebijaksa­
naan pelaksanaan pengawasa11, di tingkat Menteri/Pimpinan Lembaga 
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Pcmcrintah Non DepartemcrJ.Pinipman lnstan.st ?emenntah l<,iru1ya: 

b. Olch Kcpaia BPKP, dalam rnngka mcmbaha'..i dan menyeksaikan 
masalah-masalaJ1 pelaksanaan leknis opcrnsional pengawasan, di tingkat 
Dcpartemcn/Lembaga Pcmerin tah Non Departemen/lnstansi Pemerintah 

lainnya dan di tingkat Daerah. 

Pasal 13 

( l ) Percncanzan program l:'::'' '~ · , ·1.;:0:-: d~ f) ;\-•ah dan pdaksauaannya 
olch apar::il µcngawasan 0 1 I.J:«.:r,.ij , U.. k1 •(l , • ir .·. :.u..a:: <:1leh Kepala Pen."·ak1lan 
BPKP yang bcrsangku, m. 

(2) Dal am mcla ;sanakan tJgi.' snn tcr:;r'.h11 !. t') ar (I) dan tugas-tugas lain· 

n~ a Kcpala P('rn akilan E;P U bcrnda di bawah koordinasi Kcpala 

Wi la) ah scbJgaimana di ma~ .;uc.l dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 

I 97.t bcscrta Pcnjelasann:u' 

(3) Koordi!la<oi yang Jilak'.lkan olch Kera\::\ Vv'i ia)::th tidak boleh ber.e~ 1 -

tangan dcngan ketcntuan peratu1an pcnmdang-undangan yi111g berlaku 

scrta tidak bokh berte11tangan dc11 gan k~~bijak~anaan pengawasan v.ang 
ditclapkan oleh Kepala BPKP. 

Pasai 14 

(1) Pcrwakilan BPKP di luar Ncgcri melaksanakan tugas pengawasan 
scs 1Jai de:1~an h;!b1jaksanaan qng itetapkan oleh Kepala BPKP. 

(2) Organisasi Perwakilan BPKP dimaksud dalam ayat (l) berada4i bawah 
koordinas i administratif Kcpala Pcrwakilan Republik Indonesia yang 
bcrsangkutan. 
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(3) Kepala Perwakilan Republik Indonesia dalam melaksanakan koordinasi 
administratif dimaksud dalam ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak boleh ber­
tentangan dengan kebijaksanaan pengawasan yang ditetapkan oleh 
Kepala BPKP. 

BAB VI 
PELAPORAN PENGA WASAN FUNGSIONAL 

Pasal 15 

(I) Hasil pelaksanaan pengawasan, baik berdasarkan Program Kerja Penga­
wasan Tahunan maupun berdasarkan pengawasan khusus, dilaporkan 
oleh aparat pengawasan fungsional masing-masing kepada: 
a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Pimpinan 

Instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala BPKP, 
disertai saran tindak lanjut mengenai penyelesaian masalah yang 
terungkap dari padanya; 

b. MENKO EKUIN DAN W ASBANGdanMenteri/Pimpinan Lembaga 
Pemerintah Non Departemen/Pimpinan Instansi Pemerintah yang 
bersangkutan, dengan tembusan kepada Kepala BPKP, khusus untuk 
masalah yang mempunyai dampak luas, baik terhadap jalannya 
pemerintahan maupun terhadap kehidupan masyarakat. 

(2) MENKO EKUIN DAN W ASBANG menyampaikan laporan basil kerja 
pelaksanaan pengawasan kepada Presiden. 

(3) Wakil Presiden sewaktu-waktu dapat meminta laporan dan penjelasan 
mengenai pengawasan, baik dari MENKO EKUIN DAN W ASBANG, 
dari Kepala BPKP, maupun dari aparat pengawasan fungsional lainnya. 

( 4) Dalam hal laporan dimaksud dalam ayat (3) diminta dari aparat penga-
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wasan fungsional, tembusan laporan yang bersangkutan disampaikan 
juga kepada MENKO EKUIN DAN W ASBANG dan kepada Kepala 
BPKP. 

(5) Sepanjang menyangkut kedudukan sebagai dimaksud dalam Keputusan 
Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan, Kepala BPKP menyampaikan laporan berkala 
mengenai pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Presiden dengan 
tembusan kepada W akil Presiden, MENKO EKUIN DAN WAS BANG, 
dan Menteri/Sekretaris Negara. 

BAB VII 
TINDAK LANJUT PENGAWASAN FUNGSIONAL 

Pasal 16 

(1) Para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Pim­
pinan Instansi lainnya yang bersangkutan, setelah menerima laporan 
dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a, mengambil langkah-langkah 
tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah-masalah yang diidentifi­
kasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Tindak lanjut dimaksud dalam ayat ( 1) dapat berupa: 

a. tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan di bidang kepegawaian, termasuk penerapan hukuman 
disiplin dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 
1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

b . tindakan tuntutan/gugatan perdata, atara lain: 
- tuntutan ganti rugi/penyetoran kembali; 
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....... 

- tuntutan perbendaharaan; 

• tuntutan perdata berupa pengenaan denda, ganti rugi, dan lain-lain. 

c. tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya 
kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal terdapat 
indikasi tindak pidana umum, atau kepada Kepala Kejaksaan Republik 
Indonesia dalam hal terdapat indikasi tindak pidana khusus, seperti 
korupsi, dan lain-lainnya. 

d. tindakan penyempurnaan aparatur Pemerintah di bidang kelem­
bagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. 

Pasal 17 

Tindak lanjut dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d yang berhubungan 
dengan penyempurnaan ketatalaksanaan yang harus ditetapkan/diatur da­
lam Keputusan Menteri/Pimpinan Lemba~a Pemerintah Non Departemen/ 

Pimpinan Instansi lainnya, dilakukan setelahkonsultasi dengan atau mendapat 
persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. 

Pasal 18 

(l)Penyelenggaraan tindak lanjut dalam Pasal 16 dikoordinasikan oleh 
MENKO EKUIN DAN WASBANG dan dibantu oleh Kepala BPKP. 

(2) Langkah-langkah tindak lanjut yang dilak-ukan oleh para Menteri/Pim­
pinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Pimpinan Instansi lainnya 
dimaksud dalam Pasal 15 diberitahukan kepada Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara, khusus menyangkut tindakan 

administratif dan tindakan penyempurnaan aparatur pemerintah pada 
Kepala BPKP mengenai tindakan dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) 

huruf a, b, c dan d. 
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Pasal 19 

( 1) Penyelesaian tindak lanjut masalah yang berhubungan dengan tindak 
pidana dikonsultasikan oleh Kepala BPKP dengan Kepala Kepolisian 
Republik Indonesia dan/atau Jaksa Agung. 

(2)Kepala BPKP menyampaikan laporan tindak lanjut dimaksud dalam 
ayat (1) serta penyelesaian masalahnya kepada MENKO EKUIN DAN 
WASBANG dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non 
Departemen/Pimpinan lnstansi lainnya yang bersangkutan. 

Pasal 20 

Perkembangan penyelesaian tindak lanjut dimaksud dalam Pasal 16 dan 
17 dilaporkan keseluruhannya secara berkala oleh MENKO EKUIN DAN 
WAS BANG dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara kepada 
Presiden, dengan tembusan kepada W akil Presiden. 

BAB VIII 
LAIN-LAIN 

Pasal 21 

Tata cara baru pengadministrasian keuangan Negara, termasuk pem­
bukaan rekening-rekening pada Bank, dikonsultasikan terlebih dulu oleh 
Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Pimpinan Instansi 
yang bersangkutan kepada Kepala BPKP. 
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Pasal 22 

MENKO EKUlN DAN W ASBANG dan Menteri Keuangan mengatur hal­
hal yang diperlukan agar Kepala BPKP atau petugas yang ditunjuknya dapat 
memperoleh bahan Wltuk meyakinkan kebenaranjumlah penerimaan pajak, 
bea, cukai dan penerimaan Negara lainnya yang menyangkut seorang atau 
badan hukum. 
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INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1 TAHUN 1989 

1ENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PEN GA WASAN MELEKA T 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang 

a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan dayaguna dan hasilguna 
pelaksanaan pengawasan melekat di lingkungan setiap lnstansi 
Pemerintah, dipandang perlu untuk melakukan langkah-langkah yang 
lebih konkrit agar dalam PELIT A V dapat lebih terasa perwujudan 
Aparatur Pemerintah yang semakin bersih dan berwibawa; 

b. bahwa sejalan dengan hal tersebut pada huruf a dan agar kegiatan 
pengawasan melekat dapat mencapai sasaran serta basil yang nyata, 
dipandang perlu untuk menetapkan Instruksi Presiden tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengawasan Melekat; 

Mengingat: 

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 
2. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pe­

laksanaan Pengawasan; 
3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penataran Penga­

wasan Melekat Bagi Pejabat Republik Indonesia. 
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MENGINSTRUKSIKAN: 

Kepada: 

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan V; 
2. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; 
3. Jaksa Agung; 
4. Gubemur Bank Indonesia; 
.5. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen; 
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi!finggi Negara; 
7. Para Gubemur/Kepala Daerah Tingkat I. 

Untuk : 

PERTAMA : 

Meningkatkan dan menyempumakan pelaksanaan pengawasan melekat 
sesuai dengan tugas pokok, fungsi, rencana dan program kerja dari 
masing-n1asing Instansi/unit kerja. 

KEDUA: 

Menyusun program peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat 
tahunan dari masing-masing Instansi/unit kerja; 

KETIGA: 

Menetapkan program peningkatan pengawasan melekat sebagaimana 
dimaksud pada diktum KEDUA yang berisi kegiatan-kegiatan nyata 
dengan sasaran untuk: 
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1. meningkatkan disiplin serta prestasi kerja dan pencapaian sasaran pe­
laksanaan tugas; 

2. menekan hingga sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang; 
3. menekan hingga sekecil mungkin kebocoran serta pemborosan keuangan 

Negaraa dan segala bentuk pungutan liar; 
4. mempercepat penyelesaian perijinan dan peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat; 
5. mempercepat pengurusan kepegawaian sesuai ketentuan perundang­

undangan yang berlaku. 

KEMPAT : 

Kepada Menteri Negara Pendayagunaan Negara untuk: 
1. menetapkan petunjuk-petunjuk pelaksanaan pengawasan melekat; 
2. mengawasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini dengan dibantu oleh 

Ketua Lembaga Administrasi Negara; 
3. melaporkan basil evaluasi pelaksanaan Instruksi Presidet\ ini secara 

berkala kepada W akil Presiden Republik Indonesia. 

KELIMA : 

Pelaksanaan pengawasan melekat dilakukan dengan memperhatikan dan 
menggunakan pedoman sebagaimana tersebut dalam Lampiran Instruksi 
Presiden ini. 

KEENAM : 

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sebaik-baiknya dan penuh 
tanggung jawab. 
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Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. 
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Dikeluarkan di Jakarta 
pada tanggal 20 Maret 1989 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

S 0 E H A R T 0 



l.AMPIRAN 
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 1989 
TANGGAL 20 MARET 1989 

TFNfANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKA T 

I. UMUM 

1. Dalam Instruksi Presiden ini yang dimaksud dengan: 
a. Pengawasan Melekat, adalah serangkaian kegiatan yang bersifat 

sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan 
langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif 
agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

b. Atasan langsung adalah pejabat atasan yang karena struktur or­
ganisasinya atau kewenangan khusus termasuk proyek, 
membawahi dan wajib mengawasi pegawai bawahannya. 
Bawahan adalah mereka yang bertanggung jawab serta wajib 
melapor kepada atasan tentang pelaksanaan pekerj aan yang 
ditugaskan kepadanya. 

c . Pengawasan fungsional, adalah pengawasan yang dilakukan oleh 
aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah 
maupun ekstem pemerintah, yang dilaksanakan terhadap 
pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangWlan agar 
sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
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d. Pengawasan masyarakatadalah pengawasan yang dilakukan oleh 
warga masyarakat yang disampaikan secara lisan tertul is kepada 
Aparatur Pemerintah yang berkepentingan, berupa swubangan 
pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat 
membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun 
melalui media. 

e. Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh 
lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelak­
sanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. 

f. Instansi pemerintah, adalah sebutan kolektif meliputi Departe­
men Pemerintah Lembaga Pemerintah Non Departemen, 
Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi 
Pemerintah lainnya dan proyek baik di tingkat pusat maupun 
daerah. 

2. Tujuan Pengawasan Melekat adalah terciptanya kondisi yang men­
dukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas-tugas umum 
pemerintahan dan pembangunan, kebijaksanaan, rencana dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh 
atasan langsung. 

3. Sasaran Pengawasan Melekat adalah: 

a. meningkatkan disiplin serta prestasi kerja dan pencapaian sasaran 
pelaksanaan tugas; 

b. menekan hingga sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang; 

c . menekan hingga sekecil mungkin kebocoran serta pemborosan 
keuangan Negara dan segala bentuk pw1gutan liar. 



d. mempercepat penyelesaian perijinan dan perungkatan pelayanan 
kepada masyarakat. 

e. mempercepat pengurusan kepegawaian sesuai ketentuan pera­
turan perundang-undangan yang berlaku. 

4. Ruang Lingkup: 

a. Pengawasan melekat dilaksanakan berdasarkan kebijaksanaan 
yang telah digariskan, meliputi semua kegiatan pemerintahan dan 
pembangunan, baik di Pusat maupun di Daerah yang mencakup: 
1) kegiatan umum pemerintahan antara lain pemberian bimbingan 

dan pembinaan, pemberian perijinan, pelayanandan kemudahan 
kepada masyarakat. 

2) pelaksanaan rencana dan program kerja proyek-proyek 
pembangunan. 

3) penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan keuangan dan 
kekayaan negara. 

4) kegiatan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik 
Daerah, Lembaga Keuangan serta Bank-Bank milik Negara. 

5) kegiatan aparatur pemerintah di bidang yang mencakup 
kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan. 

b. Pengawasan melekat yang meliput:i ruang lingkup tersebut di atas 
dilakukan oleh setiap atasan secara struktural, fungsional dan 
pimpinan proyek, baik yang menyangkut aspek teknis maupun 
administratif sesuai dengan sasaran kerja dan waktu, kewenangan 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

II. PELAKSANAAN PEN GA WASAN MELEKA T. 

5. Pelaksanaan Pengawasan Melekat dilakukan dengan: 
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a. menciptakan sarana atau sistem kerja berdasarkan kewenangan 
yang dimiliki sehingga pelaksanaan tugas berlajan·sesuai dengan 
rencana dan ketentuan yang berlaku. 

b. memantau, mengamati dan memeriksa pelaksanaan tugas agar 
berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku 
secara berdayaguna dan berhasilguna. 

c. mengidentifikasi danmenganalisis gejala-gejaladan penyimpangan 
serta kesalahan yang terjadi, menentukan sebab dan akibatnya 
serta cara mengatasinya. 

d. merumuskan tindak lanjut dan mengambil langkah-langkah yang 
tepat sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kewe­
nangan pej abat/instansi yang terkait; 

e. menjalin kerjasama dengan aparat pengawasan fungsional dan 
pengawasan-pengawasan lainnya dalam rangka meningkatkan 
mutu pengawasan melekat; 

f. meminta laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
tugas bawahan. 

g. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan; 

h. membina bawahan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. 

6. Sarana dan sistem kerja yang harus diciptakan atau disempurnakan 
adalah antara lain: 

a. struktur organisasi yangjelas dengan pembagian tugas dan fungsi 
beserta uraiannya yang jelas pula; 



b. kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang 
dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan 
yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan; 

c. rencana kerja dan rencana biaya yang menggambarkan kegiatan 
yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan 
tersebut dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sasaran 
yang harus dicap'ainya. 

d. prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yangjelas 
dari atasan kepada bawahan. 

e. pencatatan basil kerja serta pelaporannya yang merupakan alat 
bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi 
pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggungjawaban, 
baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengolahan 
keuangan. 

f. pembinaan personil yang terus menerus agar para pelaksana 
menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan bail. tugas 
yang menjadi tanggungjawabnya dan tidak melakukan tindakan 
yang bertentangan dengan maksud kepentingan tugasnya. 

ill. TINDAK LANJUT 

7. Tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah-masalah yang 
diidentifikasikan dalam rangka pelaksanaan pengawasan melekat, 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, yaitu berupa: 

a. tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangan di bidang kepegawaian, termasuk penerapan 
hukuman disiplin; 
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b. tindakan tuntutan/gugatan perdata, antara lain tuntutan ganti ruti/ 
penyetoran kembali, tuntutan perbendabaraan dan tuntutan 
perdata berupa pengenaan denda, ganti rugi dan lain-lain; 

c. tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan 
perkaranya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan 
prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

d. tindakan penyempurnaan aparatur pemerintah di bidang ke­
lembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan; 

e. tindakan peningkatan dayaguna dan basilguna terbadap fungsi 
pengendalian maupun pemanf aatan berbagai sumber daya yang 
ada agar dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya dan tercapai 
basil kerja yang optimal. 

f . tindakan pemberian penghargaan kepada mereka yang memiliki 
prestasi yang dinilai patut mendapat penghargaan. 

8. Pelaksanaan tindak lanjut: 

a. tindak lanjut basil pengawasan melekat barus secepat mungkin 
dilaksanakan setelab diyakini adanya penyimpangan dan 
diperoleb cara mengatasinya, atau prestasi yang dinilai patut 
mendapat penghargaan; 

b. pelaksanaan tindak lanjut merupakan kewenangan atasan 
bersangkutan kecuali apabila tindaklanjut tersebut di luar batas 
kewenangannya; 

c . dalam hal tindak lanjut basil pengawasan melekat bukan menjadi 
wewenang atasan yang bersangkutan, maka atasan tersebut 
wajib melaporkan kepada atasannya atau kepada pejabat yang 
berwenang melaksanakan tindak lanjut; 



d. laporan tersebut butir c di atas disertai saran/rekomendasi 
pelaksanaan tindak lanjut. 

e. tindak lanjut harus dipantau dan dievaluasi pelaksanaannya guna 
memperoleh keyakinan bahwa tindakan-tindakan dalam rangka 
tindak lanjut tersebut mencapai sasaran yang tepat. 

9 . Tindak lanjut seperti tersebut butir 7 di atas diberitahukan kepada 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Ketua 

Lembaga Administrasi Negara, yang selanjutnya dilaporkan secara 
berkala kepada W akil Presiden Republik Indonesia. 

IV. LAIN-LAIN 

10.Dalam pelaksanaan pengawasan melekat perlu diperhatikan 
masukan dari pengawasan fungsional, pengawasan legislatif, dan 
pengawasan masyarakat, sehingga menjadikan pengawasan melekat 
sebagai unsur pengawasan intern yang efektif 

11 . Ketentuan lebih lanjut sebahgai pelaksanaan Instruksi Presiden ini 
ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dengan memperhatikan petunjuk Wakil Presiden Republik 
Indonesia. 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

S 0 E H A R T 0 

71 





KEPUTUSAN MENTER! NEGARA PENDA YAGUNAAN 
APARA TUR NEGARA 

NOMOR: 93/MENPAN/1989 

IlNfANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGA WASAN MELEKA T 

MENTER! NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA~ 

Menimbang: 

Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden RI Nomor l Tahun 
1989 dipandang perlu menetapkan keputusan mengenai Petunjuk 
Pelaksanaan Pengawasan Melekat. 

Mengingat 

1. Keputusan Presiden RI Nomor 64/M Tahun 1988 tentang Pembentukan 
Kabinet Pembangunan V; 

2. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penataran 
Pengawasan Melekat Bagi Pejabat RI; 

3. Instruksi Presiden RI Nomor l T ahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengawasan Melekat. 

Memperhatikan : 

Laporan Ketua Lembaga Administrasi Negara. 
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MEMlITUSKAN : 

Mentapkan : 

PERTAMA: 

Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat di lingkungan Instansi 
Pemerintah. 

KEDUA : 

Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat sebagaimana dimaksud pada 
butir pertama, dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun program 
peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat tahunan dari masing-masing 
Instansi/unit kerja. 

KETIGA : 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 
apabila temyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini 
akan diadakan pembetulan seperlunya. 
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Ditetapkan di : JAKARTA 
Pada tanggal : 8 Juni 1989 

MENTER! NEGARA 
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

ttd 

Ir. SARWONO KUSUMAATMADJA 



PETUNJUK PELAKSANAAN PEN GA WASAN MELEKA T 

BAB I 
PENDAHUWAN 

A. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dari Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat ini adalah 
sebagai acuan bagi para pimpinan semua tingkat dan bidang kegiatan 
di lingkungan Instansi Pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan 
program peningkatan pengawasan melekat, sesuai dengan lnstruksi 
Presiden Nomor 1 Tahun 199 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan 
Melekat. Dengan petunjuk ini diharapkan dapat diperoleh kesatuan 
bahasa, kesamaan tindak dan arah setiap pimpinan dalam mencapai 
sasaran dan basil nyata dari pelaksanaan pengawasan melekat di ling­
kungan Instansi/Unit Kerja masing-masing. 

Dengan terwujudnya kesatuan bahasa, kesamaan tindak dan arah dalam 
pelaksanaan pengawasan melekat, maka setiap pimpinan baik struktural, 
fungsional maupun proyek dapat membina, mengupayakan serta 
mengembangkan tugas bawahannya dan atau Instansi/Unit kerja yang 
dipimpinnya agar berjalan secara efektif dan efisien dalam rangka 
mencapai sasaran sesuai dengan rencana, kewenangan dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

B. BEBERAPA PENGERTIAN. 

1. Pengawasan Melekat; 

2. Atasan Langsung, Bawahan; 

3. Pengawasan Fungsional; 
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4. Pengawasan Masyarakat; 

5. Pengawasan Legislatif; 

6. Instansi Pemerintah. 

Adalah sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 
Tahun 1989 (Lampiran Butir I, UMUM). 

C. DASAR HUKUM 
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1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 

2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974, tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor IO Tahun 1979, tentang Penilaian 
Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, tentang Peraturan 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

5. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahn 1988, tentang Pembentukan 
Kabinet Pembangunan V; 

6. Instruksi Preside Nomor 15 Tahun 1983, tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengawasan; 

7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1988, tentang Penataran 
Pengawasan Melekat bagi Pejabat Republik Indonesia; 

8. Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1989, tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengawasan Melekat; 



9. Keputusan MENP AN Nomor 99/MENP AN/1988, tentang kerangka 
Acuan Program Penataran Pengawasan Melekat bagi Pejabat RI. 

10.Keputusan MENPAN Nomor 102/MENPAN/1988, tentang Pedo­
man Program Penataran Pengawasan Melekat Tingkat Departemen/ 
Kejaksaan Agung/Bank Indonesia/LPND/Kesekretariat Lembaga 
Tertinggi!finggi Negara dan Daerah; 

11 . Keputusan MENPAN Nomor 92/MENP AN/1989, tentang Susunan 
Organisasi, Tugas, Tata Kerja dan Susunan Anggota Tim Asisten 
dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Melekat. 

D. PRINSIP-PRINSIP POKOK PEN GA WASAN MELEKA T 

Pengawasan melekat dengan tujuan, sasaran dan ruang lingkup 
sebagaimana disebutkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 
1989 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok: 

1. Bahwa pada dasarnya WASKA T , dilakukan secara berjenjang. 
Namun demikian setiap Pimpinan pada saat-saat tertentu dapat 
melakukan WASKA T pada setiap jenjang yang ada di bawahnya. 

2. Pengawasan Melekat harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan secara 
sadar dan wajar sebagai salah satu fungsi manajemen yang penting 
dan tak terpisahkan dari perencanaan, pengorganisasian dan 
pelaksanaan. ' 

3. Pengawasan Melekat lebih diarahkan pada usaha pencegahan ter-
. hadap penyimpangan, karena itu perlu ada sistem yang jelas yang 
dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Dalam pelaksanaan 
fungsi manajemen perlu dilakukan WASKA T untuk menjamin agar 
tujuan dapat dicapai secara efisien dan efektif. 
Berbagai kegiatan pelaksanaan memerlukan pula pengawasan dalam 

77 



78 

rangka penyempurnaan perencanaan, pengorganisasian dan 
pelaksanaan itu sendiri. Lebih dari itu basil pengawasan juga 
dipergunakan untuk menyempurnakan sistem pengawasan. 

4. Pengawasan Melekat harus bersifat membina, karena itu penentuan 
adanya suatu penyimpangan harus didasarkan pada kriteria yang 
jelas dan penyimpangan tersebut harus dideteksi secara dini. 

Tindak lanjut terhadap temuan-temuan dalam pengawasan melekat 
harus dilakukan secara tepat dan tertib, didasarkan pada penilaian 
yang obyektif melalui analisis yang cermat sesuai dengan 
kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
termasuk tindak lanjut yang berupa penghargaan bagi bawahan 
yang berprestasi baik. 

5. Pengawasan melekat harus merupakan kegiatan yang dilakukan 
secara terus menerus dan berkesinambungan sebagai kegiatan rutin 
sehari-hari dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas umum 
pemerintahan dan pembangunan. 

6. Pengawasan Melekat harus dilaksanakan dengan menggunakan 
sistem tertentu. 

7. Pengawasan Melekat merupakan pengawasan yang pokok, sedang­
kan pengawasan-pengawasan lainnya menunjang keberhasilan 
pengawasan melekat. 



BAB II 
SISTEM PELAKSANAAN PEN GA WASAN MELEKA T 

A. TUJUAN DAN SASARAN. 

1. Tujuan. 

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor I tahun 1989, tujuan 
Pengawasan Melekat adalah terciptanya kondisi yang mendukung 
kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas-tugas umum 
pemerintahan dan pembangunan, kebijaksanaan rencana dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan oleh atasan 
langsung. 

2. Sasaran. 

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989, sasaran 
Pengawasan Melekat adalah: 

a. Meningkatkan disiplin serta prestasi kerja dan pencapaian sasaran 
pelaksanaan tugas; 

b. Menekan hingga sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang; 
c . Menekan hingga sekecil mungkin kebocoran serta pemborosan 

keuangan Negara dan segala bentuk pungutan liar; 
d . Mempercepat penyelesaian perijinan dan peningkatan pelayanan 

kepada masyarakat; 
e. Mempercepat pengurusan kepegawaian sesuai ketentan per­

aturan perundang-undangan yang berlaku. 
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B. PROGRAM PENINGKATAN PELAKSANAAN PENGAWASAN 
MELEKA T (Pl-WASKA T). 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pengawasan melekat dengan 
ruang lingkup sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 
1 Tahun 1989, perlu disusun program Peningkatan Pelaksanaan 
Pengawasan Melekat yang meliputi: 

1. Sarana Pengawasan Melekat (SAR WASKA T). 

2. Manusia dan Budaya. 

3. Tugas lnstansi/Unit Kerja. 

4. Langkah-langkah Pelaksanaan Pengawasan Melekat. 

C. SARANA PENGA WASAN MELEKA T (SARWASKA T). 
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1. Struktur Organisasi. 

Struktur organisasi dibuat untuk memberikan kejelasan tentang 
pembagian tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab serta 
hubungannya antara satu dengan yang lain. Untuk memperoleh 
kejelasan perlu dibuat: 

a. Bagan organisasi sesuai ketetapan yang berlaku, yang meng­
gambarkan antara lain: 
1) Kedudukan setiap unit dan petugas dalam susunan suatu 

satuan organisasi. 
2) Tugas pokok dan fungsi . 
3) Hubungan· antara setiap unit dan petugas. 

b. Rwnusan Tugas dan fungsi setiap unit. 



I 

c. Uraian jabatan yang menggambarkan antara lain: 
1) Nama Jabatan. 
2) Tugas-tugas yang harus dilakukan. 
3) Persyaratan jabatan yang harus dipenuhi. 

2. Kebijaksanaan Pelaksanaan. 

Setiap pimpinan Instansi/Unit kerja dalam rangka pelaksanaan 
tugasnya wajib menyusun kebijaksanaan pelaksanaan sebagai 
pegangan bagi setiap pelaksana dalam Instansi/Unit kerjanya. 
Kebijaksanaan pelaksanaan yang dibuat oleh setiap pimpinan 
hendaknya: 

a. Berdasarkan kebijaksanaan yang lebih tinggi. 
b. Tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan yang lebih tinggi 

dan kebijaksanaan yang setingkat dalam masalah yang sama. 
c . Merupakan penjabaran kebijaksanaan yang lebih tinggi. 
d. Tertulis. 
e. Terinci. 
f. Sistematis dan konsisten. 
g. Diorientasikan pada penyelesaian tugas secara efisien dan efektif. 

3. Rencana Kerja. 

Rencana kerja disusun untuk memberikan kejelasan tentang 
tujuan, sasaran, cara pelaksanaan, waktu, sumber-sumber yang 
diperlukan. Untuk memperoleh kejelasan maka rencana kerja perlu: 
a. Diikuti dengan program kerja. 
b. Disusun dengan memperhitungkan kemungkinan pelaksanaan, 

tersedianya anggaran, tenaga, fasilitas dan waktu yang tersedia. 
c . Luwes, dalam arti dapat dilakukan perubahan-perubahan sesai 

dengan perkembangan keadaan. 
d. Dalam penyusunannya sejauh mungkin mengikut sertakan 

pihak-pihak yang terlibat. 
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4. Prosedur Kerja. 

Prosedur kerja disusun untuk memberikan petunjuk yang jelas 
tentang langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menyelesaikan 
kegiatan. 

Untuk memperoleh kejelasan maka Prosedur Kerja perlu: 
a. Tertulis, dan disusun berdasarkan peraturan perundang­

undangan dengan dan kebijaksanaan yang ada. 
b. Khusus prosedur yang berkaitan dengan perijinan dan pelayanan 

kepada masyarakat dan pihak-pibak yang berkepentingan 
sesuai dengan petunjuk Instruksi Presiden Nomor S Tahun 1984 
Perijinan yang ada hanya benar-benar diperlukan bagi kegiatan 
masyarakat di bidang usaha yang perlu dikendalikan. 

c. Sederbana dan mudah dimengerti oleb pihak pengguna. 
d. Skematis dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. 
e. Menjamin kelancaran, ketepatan dan kecepatan, jika perlu 

dilakukan pelimpahan wewenang satu pintu (one stop service) 
atau pelayanan satu atap (one roof system). 

f. Dapat mencegah terjadinya: 
1) Biaya tinggi; 
2) Penyimpangan/penyalahgunaan. 

5. Pencatatan Basil Kerja dan Pelaporan. 

Pencatatan basil basil dan pelaporan disusun untuk memberikan 
kejelasan tentang semua inf ormasi tentang pelaksanaan tugas, baik 
yang menyangkut kemajuan maupun bambatan-bambatan untuk 
dapat mengendalikan pelaksanaan kegiatan. 

Untuk memperoleb kejelasan, maka pencatatan basil kerja dan 
pelaporan perlu: 
a. Berdasarkan fakta. 
b. Melalui prosedur kerja yang telah ditentukan. 



c. Tepat waktu dan teratur. 
d. Mencakup semua aspek pelaksanaan yang diperlukan. 
e. Mencakup semua tahap kegiatan yang diperlukan. 
f. Meliputi tahapan dan waktu yang ditetapkan. 

6. Pembinaan Personil. 

Pembinaan personil dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, 
semangat dan gairah kerja, disiplin dalam melaksanakan tugas yang 
menjadi tanggung jawab dan tidak mempunyai sikap dan tindakan 
yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugas. 

Untuk memperoleh kejelasan maka pembinaan personil perlu: 
a. Didasarkan pada perencanaan sumber daya manusia yang matang. 
b. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku seperti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. 
c . Terus menerus dan berkesinambungan. 
d. Diarahkan pada peningkatan prestasi, dedikasi dan partisipasi 

aktif dengan memperhatikan kemungkinan penerapan sanksi dan 
pemberian penghargaan. 

e. Dilaksanakan secara manusiawi. 

7. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelaksanaan 
pengawasan melekat, hendaknya digunakan formulir dan alat 
standar kerja tertentu. Untuk memperoleh kejelasan, formulir­
formulir dan lain-lain alat standarisasi kerja perlu: 
a. Sederhana dan mudah dimengerti. 
b. Mencakup unsur-unsur yang diperlukan. 
c . Adanya keseragaman po la. 
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D. MANUSIA DAN BUDAYA. 

Dalam P3 WASKA T yang menyangkut aspek manusia dan budaya 
meliputi usaha-usaha untuk meningkatkan: 

1. Kemampuan kepemimpinan, keteladanan, disiplin, dedikasi dengan 
berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. 

2. Prestasi pegawai dengan melalui kegiatan pemberian bimbingan, 
koreksi, pendelegasian wewenang, pemberian tanggung jawab dan 
melalui program-program pendidikan dan latihan. 

3. Partisipasi pegawai dengan memberikan kesempatan dalam proses 
perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan. 

4. Kejujuran dan disiplin diri untuk dapat bertindak tegas dan lugas. 

5. Kemampuan untuk selalu meningkatkan kegiatan dalam mencapai 
basil yang selalu lebih efisien, lebih efektif dan optimal, ditanamkan 
dalam proses pembudayaan. 

E. TUGAS INSTANSl/UNIT KERJA · 
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Dalam P3 WASKAT yang berkaitan dengan tugas-tugas instansi/Unit 
Kerja termasuk proyek baik yang berkaitan dengan tugas pokok 
maupun penunjang, meliputi usaha-usaha: 

1. Pengidentifikasian dan penjabaran tugas dan fungsi; 

2. Perencanaan dan penganggaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 

3. Penentuan indikator keberhasilan pelaksanaan tugas; 



4. Petunjuk-petunjuk tugas pokok dan fungsi serta penerapannya; 

5. Penatausahaan/pencatatan; 

6. Pelaporan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas (SASLAKGAS). 

7. Tindak lanjutjuga berdasarkan masukan-masukan dari Pengawasan 
Fungsional, Pengawasan Melekat dan Pengawasan Legislatif. 

F. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN PENGAWASAN 
MELEKAT. 

Dalam rangka meningkatkan dan menyempumakan pelaksanaan 
pengawasan melekat, sesuai dengan tugas pokok, fungsi, rencana dan 
program kerja dari masing-masing instansi/unit kerja, setiap instansi 
wajib menyusun program peningkatan pelaksanaan pengawasan 
melekat tahunan dari masing-masing instansi/unit kerja. 

Secara keseluruhan sistem pelaksanaan waskat dimulai dari 
kegiatan penyusunan rencana yang meliputi sarana waskat, manusia 
dan budaya serta tugas instansi. Selanjutnya dilakukan kegiatan 
pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. 
Hasil pemantauan tersebut apabila terdapat penyimpangan atau prestasi 
yang patut mendapat penghargaan perlu segera diambil tindak lanjutnya 
(lihat lampiranl). 

Adapun dalam rangka pemantauan dan evaluasi, hal-hal yang perlu 
diperhatikan adalah sebagai berikut: 

1. Aspek yang di1>antau. 

Pemantauan dalam kegiatan waskat meliputi baik terhadap 
sarana dan sistem kerjanya (butir 11.6 lampiran Instruksi Presiden 
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Nomor I Tahun 1989) maupun terhadap kegiatan substantif dalam 
rangka pelaksanaan tugas pokok lnstansi/ Unit Kerja. 

2. Cara pemantauan. 

Pemantauan dapat dilakukan baik secara formal maupun inf or­
mal. Pemantauan formal dilakukan secara berkala dengan interval 
waktu, disesuaikan dengan sifat dan jenis pekerjaan dengan 
menggunakan formulir seperti tersebut dalam lampiran I dan II. 

Sedangkan pemantauan informal dilakukan secara terus 
menerus melalui komunikasi terbuka antara atasan dan bawahan. 
Pelaksanaan kegiatan waskat hendaknya bukan ditekankan pada 
aspek ketidak percayaan kepacia bawahan, tetapi hendaknya lebih 
diarahkan pada usaha pembimbingan dan memberi motivasi kepada 
bawahan. 

3. Aspek yang Dievaluasi. 

Kegiatan evaluasi waskat meliputi: 

a. Ketepatan sarana dan sistem kerja yang digunakan dalam rangka 
mencapai tujuan Instansi/Unit Kerja. 

b. Ketepatan pelaksanaan dengan rencana dan kebijaksanaan. 
c . Ketepatan basil sesuai dengan yang direncanakan. 

4. Langkah-langkah Evaluasi. 

a. Mengumpulkan data baik yang berkaitan dengan sistem dan 
sarana kerja maupun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 
pokok Instansi/Unit Kerja. 

b. Menganalisa apakah sarana dan sistem kerja yang digunakan 
sudah cukup baik, dalam arti dapat menjamin kelancaran tugas 
pokok. 



c. Membandingkan apakah pelaksanaan kegiatan yang diharapkan 
sesuai dengan rencana. Untuk itu perlu ada suatu tolok ukur yang 
konkrit. 

d. Kalau ada kemungkinan penyimpangan atau telah terjadi penyim­
pangan, menganalisis sebab terjadinya penyimpangan untuk 
selanjutnya melakukan langkah-langkah tindak lanjut baik yang 
menyangkut aspek dan sarana kerja, manusia, maupun aspek 
pelaksanan tugas pokok. 

S. Tindak lanjut. 

Tindak lanjut pelaksanaan waskat dilakukan dengan memper­
hatikan ketentuan yang tertuang dalam butir III Lampiran Instruksi 
Presiden Nomor I Tahun 1989 yang dapat berupa: 

a. Penghargaan; 
b. Bimbingan Kebijaksanaan, rencana, biaya dan atau pelaksanan 

tugas; 
c . Penyempurnaan Kebijaksanaan, rencana, biaya dan atau pelak­

sanaan tugas; 
d . Tindakan adininistratif; 
e. Tindakan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi/ 

gugatan perdata; 
f. Tindakan Pengaduan Tindak Pidana; 
g . Tindakan Penyempurnaan Aparatur Pemerintah di bidang 

Kelembagaan, Kepegawaian dan Ketatalaksanaan; 
h. Saran penyempurnaan kebijaksanaan yang lebih tinggi atau 

kebijaksanaan yang terkait. 

G. MEKANISME LAPORAN PROGRAM PENINGKA TAN PELAK­
SANAAN PENGAWASAN MELEKAT KEPADA MENPAN. 

Sesuai dengan diktum keempat butir ke 2 Instruksi Presiden Nomor 
1Tahun1989, MENPAN dibantu oleh Ketua LAN melakukan penga-

87 



88 

wasan (pemantauan dan penilaian) pelaksanaan pengawasan melekat 
di Instansi Pemerintah, baik di tingkat Pusat, Daerah, maupun Badan­
badan Usaha Milik Negara/Daerah. 

Tujuan pemantauan dan penilaian tersebut adalah untuk mengetahui 
apakah sasaran waskat di setiap Instansi dapat tercapai dengan baik. 

Dalam rangka pemantauan dan penilaian itu setiap Instansi menyam­
paikan kepada MENP AN dengan tembusan kepada Ketua LAN 
program peningkatan pelaksanaan waskat sebagaimana dimaksud 
dalam langkah-langkah pelaksanaan waskat tersebut di atas. 

Penyampaian P3 W askat oleh Koordinator Pelaksana P3 W askat 
tersebut dilakukan dengan menggunakan formulir P3 W askat (Lampiran 
II) dan formulir Pelaksanaan Tindak Lan jut W askat (Lampiran III). 

1. Yang dimaksud dengan Koordinator Pelaksana PJ WASKA T 
tersebut adalah sebagai berikut: 

NO INSTANSI 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

7. 

8. 

Departemen 
Kantor MENKO 
Kantor MENEG 
Kejaksaan Agung 
Bank Indonesia 

LPND 

Lembaga Tertinggi/ 
Tinggi Negara 
BUMN, Otorita, 
Badan Pengelola 

KOORDINATOR PELAKSANA 
P3 WASKAT. 

SEI<JEN 
SESMENKO 
SESMENEG 
Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan; 
Pejabat Eselon I yang ditunjuk oleh 
Gubernur Bank Indonesia; 
Deputi Umum/Deputi Administrasi/ 
Sekretaris atau Pejabat yang ditunjuk 
oleh Kepala/Ketua LPND 
Sekretaris Jenderal; 

Pejabat setingkat di bawah Direktur 
Utama yang ditunjuk oleh Direktur Utama. 



9. Universitas/ 
Ins ti tut 

I 0. Propinsi Dati I 

Purek II atau Pejabat Eselon I yang 
ditunjuk oleh Rektor. 
SEKWILDA Tingkat I. 

2. Adapun togas Koordinator Pelaksana PJ Waskat antara lain: 

a. Menghimpun dan mengevaluasi program-program pelaksanaan 
waskat dari Departemen/Instansinya; 

b. Memberikan saran penyempurnaan program waskat dan tindak 
lanjutnya kepada pimpinan yang melakukan waskat maupun 
kepada MENPAN dan Ketua LAN. 

c. Menyusun laporan dan menyampaikannya kepada MENP AN 
dengan tembusan kepada Ketua LAN: 
- program pengawasan melekat; 
- tindak lanjut waskat. 

d. Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Pelaksana P3 
Waskat bekerjasama atau berkoordinasi dengan aparat penga­
wasan fungsional. 

e. Membahas pelaksanaan Waskat dalam rapat kerja tahunan atau 
rapat-rapat lainnya; 

3. Laporan program pelaksanaan Waskat dan pelaksanaan 
tindak lanjut Waskat diutamakan pada kegiatan-kegiatan 
yang memenuhi salah satu atau lebih kriteria di bawah ini: 

- berkaitan dengan pelayanan umum; 
- berkaitan dengan kepegawaian, keuangan dan materiil; 
- prioritas instansi; 
- dipandang oleh pimpinan rawan terhadap penyimpangan-

penyimpangan atau penyelewengan-penyelewengan. 
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BAB ill 
INDIKA TOR KEBERHASILAN WASKA T 

Salah satu Indikator keberhasilan organisasi dalam rangka mencapai 
tujuan banyak ditentukan olehkeberhasilan program WASKA T. Keberhasilan 
Program WASKA T dapat dilihat dari berbagai indikator. 

1. Indikator meningkatnya disiplin, prestasi dan pencapaian 
Saslakgas antara lain: 

a) Tingkat kehadiran meningkat; 
b) Berkurangnya tunggakan kerja; 
c) Rencana yang disusun menggambarkan adanya suatu sasaran yang 

jelas dan dapat diukur, terlihat kaitan antara rencana dengan program 
dan anggaran; 

d) Tugas selesai sesuai dengan rencana, baik dilihat dari aspek fisik 
maupun biaya; 

e) Tercapainya sasaran-sasaran tugas seperti 8 sukses pembangunan 
di Daerah; 

f) Berkurangnya kerja lembur. 

l. Indikator berkurangnya penyalahgunaan wewenang antara lain: 

a) Berkurangnya tuntutan masyarakat kepada pemerintah; 
b) Terpenuhinya hak-hak Pegawai Negeri dan Masyarakatsesuai apa 

yang menjadi haknya, misalnya gaji pegawai diterima yang 
bersangkutan tepat waktu dan tepat jumlah; 

3 Indikator berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan 
liar antara lain: 
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a) Kwalitas dan kwantitas kasus-kasus penyimpangan, penyelewengan, 
kebocoran dan keborosan sudah berlmrang sebagaimana tercermin 



dalam laporan pemeriksaan pengawasan fungsional dan laporan 
pengawasan-pengawasan lain; 

b) Berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas. 

4. Indikator cepatnya menyelesaikan perijinan dan peningkatan 
pelayanan masyarakat antara lain: 

a) Tidak ada lagi berdesaknya antrian di loket pelayanan; 
b) Ketepatan waktu dalam pemberian perijinan dan pelayanan; 
c) Berkurangnya tunggakan kerja; 

5. lndikator cepatnya pengurusan kepegawaian antara lain: 

a) Berkurangnya keluhan pegawai dalam soal kenaikan pangkat dan 
pensiun; 

b) Berkurangnya keterlambatan pengangkatan calon pegawai menjadi 
pegawa1. 
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BAB IV 
PENUTUP 

1. Formulir Program Pelaksanaan WASKA T dan Fonnulir Pelaksanaan 
Tindak Lanjut WASKA T adalah merupakan sarana pemantauan 
instansional sedangkan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang telah 
disusun sebagai ''action plan'' dari basil penataran WASKA T berfungsi 
sebagai sarana pemantauan dan evaluasi secara individual. 

2. Dengan dikeluarkannya lnstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 dan 
Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat, Departemen/lnstansi 
segera menyusun Progam Peningkatan Pelaksanan Pengawasan 
Melekat seperti yang diatur dalam Petimjuk ini. 

3. Bila dianggap perlu Departemen/lnstansi dapat menyusun Petunjuk 
lebih lanjut di lingkungan Instansinya masing-masing. 

92 

Ditetapkan di : JAKARTA 
Pad a tanggal : 8 J uni 1989 
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Ir. SARWONO KUSUMAATMADJA 
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No. Kqiatan 
UNt 

PROGRAM PENINGKATAN PELAKSANAAN WASKAT 
DEPARTEMEN/INSTANSI-----·----

TAHUN--............. .. 

19 ..... 119... ... 

Program Hu ilyong 
Kcrjua Apr. Mei Jun. Jul. ,,... Sep. Ch Nop. Dea. Jan. Feb. Mar. dihanlpbn 

Lampiran 2a 

lnditator 
Kd><rbuilan 

KOORDINATOR PELAKSANA P3 WASKAT 



Lampiran2b 

Petunjuk Pengisian Fonnulir Program Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan 
Mele/mt (P3 Waskat) · 

1. Pada bagian atas, Departemen /lnstansi diisi dengan nama Departemen/ 
Instansi pembuat Program. 
Tahun, diisi Tahun Anggaran berlangsungnya program WASKAT. 

2 Kolom Nomor U rut, menggunakan angka arab. 

3. Kolom Kegiatan, diisi dengan Aspek yang berkaitan dengan SARWASKA T, 
Manusia dan Budaya, dan Aspek-aspek yang berkaitan dengan pelak­
sanaan tugas Instansi, termasuk Proyek. 

4. Kolom Program Kerja, diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilak­
sanakan untuk masing-masing aspek sebagaimana tertera dalam kolom 
Kegiatan dalam rangka upaya peningkatan mpelaksanaan W ASK.AT; 

5. Kolom Tahun, diisi dengan Tahun yang bersangkutan, sedangkan Kolom 
Bulan diisi dengan garis/balok yang menggambarkan lamanya waktu 
yang disediakan untuk masing-masing program kerja. 

6. Kolom Hasil Yang Diharapkan, diisi dengan uraian hasil akhir yang di­
harapkan dari masing-masing kegiatan program. sedapat mungkin diru­
muskan secara kuantitatif; 

7. Kolom lndikator Keberhasllan, diisi dengan keterangan tentang indikator 
yang digunakan wituk mengukur/mengetahui keberhasilan WASKAT; 

8. Pad a Bagian Bawah, diisi dengan nama kota kedudukan unit kerja pembuat 
program, Tanggal pembuatan, Tanda tangan dan Nama terang dan Nama 
tentang Koordinator Pelaksana dan NIP. 

9. Fonnulir ini harus disampaikan kepada Kantor MENPAN dan Kantor LAN 
awal Tahwi Anggaran. Khusus pada Tahun Anggaran 1989/1990 ini 
harus dikirim pada bulan Agustus 1989. 
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Lampiran 3a 

PROGRAM PENINGKATAN PELAKSANAAN WASKAT 
DEPARTEMEN /INSTANSI ............................... ._ 

TAHUN ..•..•••••••.••••.•••. 

No. PENYIMP ANGANIPREST AS! YANG LOKASI URAIAN PERISTIW A PELAKU TIDAK LAN JUT 
Urut PER LU MENDAPATPENGHARGAAN 

PENANGGUNG JAWABIKOORDINATOR PELAKSANA P3 WASKAT 



Lampiran3b 

Petunjuk Pengisian Pelaksanaan Tindak Lanjut Pengawtuan Melekat 

l. Pada bagian atu, Departemen /lnstansi diisi dengan nama Departemen 
atau Instansi pembuat program WASKA T. 
Tahun, diisi dengan tahun anggaran berlangsungnya program WASKAT. 

2 Kolom Nomor Urut, menggunakan angka arab. 

3. KolomPenyimpangan/Preatasi YangPerlu MandapatPenghargaan. diisi 
dengan macam penyimpangan, pemborosan. penyalahgunaan wewenang 
dan hal-hal negatif lairtnya an/atau macam prestasi yang dinilai perlu men­
dapat penghargaan. 

4. Kolom Lokul, diisi dengan nama lnstansi/Unit Kerja dan tempat keduduk­
an terjadinya penyimpangan/prestasi yang perhi mendapat penghargaan. 

5. Kolom Uralan Perbtiwa, diisi dengan uraian yang terinci tentang penyim- . 
pangan/prestasi yang perlu mendapat penghargaan, sedapat mungkin 
disertai data kuantitatif 

6. Kolom Pelaku, diisi dengan nama orang-orang yang terlibat dalam penyim­
pangan atau orang yang melakukan prestasi yang perlu mendapat peng­
hargaan disertai dengan data diri yang bersangkutan. 

7. Kolom Tindak Lanjut, diisi dengan uraian tentang tindakan yang diambil 
dalam rangka penyelesaian/mengatasi penyimpangan maupun dalam 
rangka penghargaan. 

8. Pada Bagian Bawah, diisi dengan nama kota kedudukan Instansi pembuat 
program, tanggal pembuatan. tanda tangan, nama terang Koordinator 
Pelaksana dan NIP. 

9. Formulir ini harus disampaikan kepada kantor MENP AN dan Kantor LAN 
pada setiap awal bulan Maret 
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